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KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Alilah, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-
Nya sehingga dokumen Kerangka Acuan Kera ( KAK ) Pelaksanaan Program /
Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2024 telah dapat disusun. Kerangka Acuan Kerja perlu disusun untuk
memberi gambaran umum dan penjelasan mengenai Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Dokumen Kerangka Acuan Karja memuat informasi mengenal latar belakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, kelvaran, pelaksanaan kegiatan serta
pembiayaannya sehingga dapat memberikan pedoman pelaksanaan bagi PPTK di
fingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul
dalam melaksanakan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan realisasi
pelaksanaan keglatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan waktu yang
telah di tentukan.

Kami menyadar dalam penyusunan ini masih banyak kekurangan sehingga
kritik dan saran yang membangun masih kami harapkan guna perbaikan dalam
penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja yang akan datang. Demikian
dokumen Kerangka Acuan Kesra ini kami susun untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Wonosari, L Januari 2024
}(Epala Dinas Kependudukan dan




KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA
FERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT
DAERAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2024

‘Duhcapfl%

Gunungkidul



KERANGHKA ACUAN KERJA
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Masional, hal ini mengamanatkan adanya
proses perubahan dan penyempurnaan dalam sistem Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan, baik pada aspek mekanisme maupun dokumen
perancanazn yang harus disusun oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Dokumen
dimaksud meliputi dekumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang,
Menengah dan Tahunan, Pemerintah Daersh mempunyal kewajiban menyusun
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Perangkat Daerah (PD)
wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD. Kemudian sebagal penjabaran
RPJMD dalam setiap tahunnya Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kera
Pernerintah Daerah (RKPD), demikian juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil menyusun Rencana Kera (Renja) Perangkat Daerah sebagai penjabaran
(Renstra) Perangkat Daerah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Dasrah |stimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomer 22 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Fembangunan Nasional,

3. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomar 11 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja,

4. Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian. dan Evalussi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah:

6. Peraturan Presiden MNomer 85 Tahun 2021 tentang Rencans Kerja
Pemerintah Tahun 2022:

7. Peraturan Menter] Dalam Megeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasl Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Dasrah tentang Rencana Pambangunan
Panjang Daerah dan Rencana Jangka Manengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tertang Klarifikasi,
Kedefikasl, dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomer 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025;



10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomer 18 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perancanaan Pembangunan Dasrah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tabun 2018 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5§ Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Perasturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sunungkidul;

13, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Momor 10 Tahun 2023 tantang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Noemar 119 Tahun 2021 tantang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pancatatan Sipil;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024,

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tabun

Anggaran 2024;
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2024 Nomor. DPAJA.1/ 2.12.0.00,0.00.01. 0000/ 004/2024,

C. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah;

1. Menghimpun usulan Rencana Keda unit kerja (bidang-bidang) yang ada di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

2. Mengkocrdinasikan dalam penyusunan Rencana Strategls dan Rencana Kefia
balk keglatan yang ada dl dalam Kelompok Subtansi Perencanaan maupun
Rencana Strategls dan Rencana Kerja dinas secara keseluruhan beserta
Rencana Operasional Kegiatan (ROPK);

3. Mengkoordinasikan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:

D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan
calam waktu 1 tahun (Januari 2024 s/d Desember 2024).

E. LOKAS! PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Penyusunan Dekurmen Perencanaan Perangkat Dasrah adalah di
lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

1. | danuarl 2024 | « Pembantukan Tim » Semua pejabat |« T orang
penyusunan Rencana strutural dan sub pejabat
Kerja PO dan Pengusulan |  koordinator struktural
Tim penyusun Rensira kelompok dan 11 sub
kepada Bupati subtans| koordinator
s Penyusunan ROPK dan kelompak
Pengiriman dokumen subtansi
ROPK
* Menghadir /mengikufi
kegiatan Musrenbang
Kapanewon
2. | Februar 2024 |« Menghadiri'mengikutl » Semua pejabat |« 18 Orang
kegiatan Musrenbang strutural dan sub
Kapanewon koordinator
= Melaksenakan Forum PD kelompok
(Gabungan subtansi
2. | Maral-Mei = Menglkuti Musrenbang * ASH yang | 2 arang
2024 Kabupaten ditunjulk
* Rapal koordinasi + Semua pejabat | « B orang
Penyusunan Rensira PD struktural
dan Renja PD « Semua pejabat | « 20 orang
= Penyusunan draf strutural dan sub
dgokumen Renstra PD koordinator
dan Renja PD kelompok
subtanai
» Tim penyusun » 20 orang
Renstra dan
Renja PO
3. | Juni 2024 * Pengiriman draf dokumen | « Sub Koordinatar | » 1 arang
Renstra PD dan Renja PD | Perencanaan
Juli 2024 » Rapat koordinasi » Tim penyusunan | » 20 orang
perubahan Renja Tahun perubahan
2021 Renja
Agustus 2024 | » Penyusunan Perubshan | = Tim penyusunan | « 20 ocrang
dokumen Renja; perubahan
Renja
» Pangirman dokumen » Sub Koordinator
Perubahan Renja_ Perencanaan * orEng

G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
adalah sebagai berikut:
1. Dokumen Renja 2025,
2. Perubahan Renjs 2024,



H. PELAKSANAAN
Palaksana Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan REKA

Perangkat Daerah adalah Kelompok Subtans! Perencanaan Sekretariat Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipl Kabupaten Gunungkidul. Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Bupati Nomor 118 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll, dengan Struktur yang

terdiri dari 2 Sub Bagian antara lain Sub Bagian Umum dan Kepegawalan dan

Sub Baglan Keuangan, sarta Kelompok Subtansi Perencanaan.

Kelompok Subtansi Perencanaan yang mempunyai tugas melaksanakan :

# Menyusun rencana keglatan teknis Kelompok Subtansi Perencanaan:

» Merumuskan kebijakan teknis Kelompok Subtansi Perencanaan:

» Menyusun rencana kineria dan peranjian kinefa Kelompck Subtansi
parancanaan;

= [Menyusun rancangan kebijakan umum dinas;

# [Melaksanakan analisis dan penyajian data;

= IMengelola sistem informasi, pelayanan data , dan informasi pembangunan di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

= Menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kera dan Kinerjs
tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;

» Menyusun petunjuk pelaksanaan progam dan kegiatan dinas;

Melaksanakan pmantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan progam dan

kegiatan dinas;

Menylapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;

Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan progam dan kegiatan dinas;

Menyusun laporan kinerja dinas;

Menyelenggarakan sistem pengendallan interm Kelompok Subtansi

Perencanaan;

« Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang perencanaan; dan

» Melaksanakan monitoring evaluasl, dan pefaporan kegiatan Kelompok
Subtansi Perencanaan,

. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrsh Kabupaten

Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.230.000,00 (Tiga juta dua ratus

tiga pulub ribu rupiah) yang akan digunakan unfuk:

1. Rapat koordinasi penyusunan Renja Taehun 2025 dan Perubahan Renje
Tahun 2024,

2. Penyusunan Dokumen ROPK Tahun 2024 dan Perubahan ROPK Tahun
2024,



J. PENUTUP
Kerangka Acuan Keda ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mangenai
Kegiatan Kegiatan Penyusunan Perencanasn Perangkat Daerah yang akan
dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat Informasl mengenai latar belakang,
dasar hukum, tujuan, wakty, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta
pembiayaannya,

Wonosari, 2. Januari 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

NI NURHAYATI, 5.808
NIP : 197704241998032003
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KERANGKA ACUAN KERJA,
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD

A. LATAR BELAKANG

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Momor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengamanatkan adanya
proses perubahan dan penyempurnaan dalam sistem  Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan, baik pada aspsk mekanisme maupun dokumen

Pembangunan Jangka Menangah Daerah (RFJMD), dan pada setiap Perangkat
Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD. Kemudian sebagal
penjabaran RPJMD dalam sstiap tahunnya Pemerintah Daerah menyusun

Berkaitan dengan hal tersebut untuk mengoperasionalkan program dan
kegiatan PD yang telah disusun dalam Renja PD dijabarkan dalam Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA PD) sesual kebutuhan karena dalam Renja PD
masih bersifat makro untuk itu diperukan anggaran untuk rapat-rapat koordinasi
dan penggandaan dokumen yang akan dikiim ke BKAD sebagai bahan
pembahasan RKA cleh TAPD.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomer 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupatsn dalam Lingkungan Daerah Istimews Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950:

2. Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Parencanaan
Pembangunan Nasional

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2044 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Normer 11 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Eveluasl Peslaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah:

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2024 tentang Rencana Keara
Pemerintah Tahun 2024

7. Peraturan Menterl Dalam Megeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengandalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Persturan Dasrah tentang Rencana Pembangunan
Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangks Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
daerah;



8. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 80 Tahun 2018 tentang Klarifikasi,
Kodsfikasi, dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah:

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomeor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawsrah Perancanaan Pembangunan Daerah:

11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Urusan Pemerintahan Dasrah:

12.Peraturan Daerah Kabupaten Gurnungkidul Nomor § Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
201€ tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024

14.Peraturan Bupat Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tantang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Karja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomeor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

16.Peraturan Bupati Gunungkidul Momer 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2024 Nomor. DPAJA. 1/ 2.12.0.00.0.00.01.0000/ 001/2024,

B. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Koordinasi dan Penyusuran dokumen RKA Perangkat Daerah

adalah:

1. Menghimpun dan mengkoordinasikan dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran baik kegiatan internal Kelompok Subtansi Perencanaan maupun
Rencana Kerja Anggaran dinas;

2. Malaksanakan entri data RKA Kelompok Subtansi Perencanaan dalam aplikasi
yang telah ditentukan;

3. Meiakukan penggandaan hasil cetakan RKA untuk didistribusikan ke semua
FPTK dan pejabat eselon di atasnya sebagai bahan pembahasan oleh TAPD

C. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RIKA Perangkat Daarah untuk entri
data RKA akan dilaksanakan pada bulan April 2024 dan penggandaan RKA untuk
dibahas TAPD pada bulan Agustus 2024,

D. LOKASI PELAKSANAAN
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokuman RKA Perangkat Daerah adalah di
lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



APiI2024 |4 Entrydata RKA | & Seme PPTK + 11 orang

| dalam apllkas|
2. Juli 2024 = Rapal Koordinasi | « Semua pejabat » 20 orang
Finalisasi RiKA struktural dan
dalam rengka | kelompok subtansi
pembahasan
| TaPD
* Pengiriman = Kelompok
dokumen RKA ke |  Subtansi
| BRAD Perencanaan
3, Agustus 2024 | « Pembahasan * Semua PPTK dan |« 20 orang
RKA oleh TAPD: pejabat di atasnya
= Hevisl REA » Kelompok = 1 orang
Subtansi
Perencanaan
F. KELUARAN (QUTPUT)
Keluaran kegiatan Koordinazi dan Penyusunan dokuman RKA Perangkat Daerah
adalah
1. Dokumen RKA
G. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Fenyusunan dokumen Perubahan RKA
Perangkat Daerah adalah Kelompok Subtansi Perancanaan Sekretariat Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Gunungkidul Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipll yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Bupati Nomor 118 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas P{epandudm:ain dan Pencatatan Sipil, dengan Struktur yang

Sub Bagian Keuangan, serta Kelompok Subtansi Perencanaan,

Kelompok Subtansi Perencanaan yang mempunyai tugas melaksanakan -

» Menyusun rencana kegiatan teknis Kelompok Subtansi Perencanaan:

» Merumuskan kebijakan teknis Kelompok Subtansi Perencanasn:

* Menyusun rencana kinefa dan perjanjian kinerja Kelompok Subtansi
perencanaan;

* Menyusun rancangan kebijakan umum dinas:

» Melaksanakan analisis dan panyvajian data;

¢ Mengelola sistem informasi, pelayanan data , dan Informas pembangunan di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

» Menyusun rencana umum, rencana stralegis, rencane kerja dan kinerja
tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;

» Menyusun petunjuk pelaksanaan progam dan kegiatan dinas:

* Melaksanakan pmantauan dan evaluasi dampak palaksanaan progam dan
kegiatan dinas:

» Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;

* Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan progam dan Kegiatan dinas;



= Meanyusun iaporan kinerja dinas;

= Menyelanggarakan sistem pengendalian intemn Kelompok Subtansi
Perancanaan;

« Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang perencanaan; dan

* Melaksanakan monitoring evaluasi, dan pelaporsn kegiatan Kelompok
Subtansi Perencanaan.

H. SUMBER DANA (PFEMBIAYAAN)

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA Parangkat
Daarah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan EBelanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 sabesar Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah)
yang akan digunakan untuk;

1. Belanja penggandaan RKA,

PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja inl ssbagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
Kegiatan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah yang akan
dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat informasi mengenai latar belakang,
dasar hukum, tujuan, wakty, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta
pemblayaannya.

Wonosari, a. ©f — 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

HE ATI
NIP : 187704241888032003
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A

KERANGKA ACUAN KERJA

KERANGHKA ACUAN KERJA
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA- SKPD

LATAR BELAKANG

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2004 tertang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengamanatkan adanya
proses perubahan dan penyempurnaan dalam sistem Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan, baik pada aspek mekanisme maupun dokumen
perencanaan yang harus disusun oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Dokumen
dimaksud meliputi dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang,
Menengah dan Tahunan. Pemerintah Dasrah mempunyai kewajiban menyusun
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah {(RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan pada setiap Perangkat
Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Rensira) PD. Kemudian sebagai
penjabaran RPJMD dalam setiap tahunnya Pemerintah Daerah menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), demikian juga Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sabagal
penjabaran (Renstra) Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut untuk mengoperasionalkan program dan
kegiatan PD yang telah disusun dalam Renja PD dijabarkan dalam Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA PD) sesual kebutuhan karena dalam Renja FD
masih bersifat makro untuk ity diperiukan anggaran untuk rapat-rapat koordinasal
dan penggandaan dokumen yang akan dikiim ke BKAD sebagei bahan
pembahasan RKA oleh TAPD, namun dalam pelaksanaan ada perubahan kondisi
ekonomi daerah dan kebutuhan organisasi yang mengharuskan adanya
parubahan RKA FD.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daersh
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang MNomor 25 Tashun 2004 tentang Sistern Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daersh
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nemer 11 Tahun
2024 tentang Clpta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
FPembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daarah:

6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 fentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2024;

7. Peraturan Mentesd Dalam MNegeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Parencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daesrah, Serta Tatas Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



c.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kera Pemerintah
daarah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Klarifikas,
Eﬂndaﬂhas.i. dan Nomenklatur Perencsnaan Pembangunan dan Keuangan

erah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025:

10, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomer 18 Tahun 2012 tantang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah:

11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor § Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah:

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nemeor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nemor 7 Tahun
2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidut;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahurn 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2024 Nomor. DPA/A_1/ 2,12 0.00.0.00.01.0000/ 001/2024.

. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RIKA

Perangkat Daerah adalah:

1. Menghimpun dan mengkoordinasikan dalam penyusunan Rencana Kera dan
Anggaran baik kegiatan internal Kelompok Subtansi Perencanaan maupun
Rencana Kerja Anggaran dinas;

2. Melaksanakan entri data RIKA Kelompok Subtansi Perencanaan dalam aplikasi
yang telah ditentukan;

3. Melakukan penggandaan hasil cetakan RKA untuk didisiribusikan ke semua
PPTK dan pejabat eselon di atasnya sebagai bahan pembahasgan cleh TAPD.

WAKTU PELAKSANAAN

Keglatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA Perangkat
Daerah untuk enti data RKA akan diaksanakan pada bulan Aprl 2024 dan
penggandaan RKA untuk dibahas TAPD pada bulan Agustus 2024,



D. LOKASI PELAKSANAAN
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA Perangkat
Daerah adalah di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatalan Sipll

E. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

= Rapat s Samua
Koordinasi pejabat
Perubahan sirukiural
REA 2024 dan sub
koordinetor
3 Agustus = Eniry data RKA | « Semus » 20 orang
2024 dalam aplikasi PPTK dan
yang telah pejebat &
ditentukan atasnya
= Panggandaan | » Kelompok | « 1 orang
A Subtansi
pernibahan Persncana
uniuk dikirm ke | an
BrAD
= Pembahasan | « Semus * 20} orang
RKA oleh PPTK dan
TAPD pejabat di
alasnya
» Revisl » Kelompok | + 1 orang
dokumen Subtansi
Parubahan Perencana
RA umtuic an
dikirim ke
BiaD

F. KELUARAN (QUTPUT)
Keluaran Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan REKA
Perangkal Daerah adalah :
1. Dokumen Perubahan RKA

G. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Keordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA
Perangkat Daerah adalsh Kelompok Subtansi Perencanaan Sekretariat Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati
Nomor 118 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Crganisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Struktur yang terdiri dari
2 Sub Bagian antara lain Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian
Keuangan, serta Kelompok Subtansi Perancanaan.

Keiompok Subtansl Perencanaan yang mempunyail tugas melaksanakan

« Menyusun rencana kegiatan teknis Kefompok Subtansfian Perencanaan;

= Merumuskan kebijakan tekniz Subbaglan Perencanaan:



Menyusun rencana kinerja dan pefjanjian kinerja bidang perencanaan;

Menyusun rancangan kebijakan umum dinas;

Melaksanakan analisis dan penyajian data:

Mengelola sistern informasi, pelayana data, dan informasi pembangunan di

bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

* Menyusun rencana umum, rencana sirategis, rencana kera dan kinerja
tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran dinas:

* Menyusun petunjuk pelakeanaan progam dan kegiatan dinas:

Melaksanakan pmantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan progam dan

kegiatan dinas:

Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;

Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan progam dan kegiatan dinas;

Menyusun laporan kinerja dinas;

Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan:

Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedeman, dan petunjuk

operasional di bidang perencanaan: dan

» Melaksanakan monitoring evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian
Perencanaan,

" ® 8 8 8

H. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Keglatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA
Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp100.000 - (Seratus
ribu rupiah) yang akan digunakan untuk:

1. Belanja penggandaan Perubahan RKA

FENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenal
Kegiatan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah yang akan
dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat informasi mengenai latar beiakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta
pembiayaannya.

Wonosan, &2-gi- 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Hm LURHAYATI S Sos

NIP : 197704241008032003

DMENGETAHUI :

smdudukan dan Pe
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KERANGKA ACUAN KERJA
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanasn sebuah organisasi mesti membutuhkan anggaran guna
menalankan roda rumah tangga organisas|, demikian pula Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil sangat membutuhkan anggaran, baik untuk pembiayaan rutin
seperti pembayaran taglhan listik, tagihan air, pembayaran gaji ASN maupun
untu< pembiayasn kebutuhan untuk menunjang kebutuhan belania pelayanan
kepada masyarakat sepertl kebutuhan blangko cetak formulir dan kebutuhan ATK
lainnya, sehingga dibutuhkan anggaran dinas. Proses penganggaran yang diawali
dar penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran PD yang pada
akhimya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD untuk dilaksanakan
di masing-masing unit kerja yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, sehingga peru difasilitasi penyusunannya dalam bentuk penggandaan
dokumen DPA yang akan didistribusikan kepada masing-masing PPTK sebagal
acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1850 tentang Pembeniukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Fembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sabagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2024 tentang Cipta Kerja;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cars
FPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

5, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Feraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2024,

7. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evalussi Pembangunan Dasrah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
FPanjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Ferubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Fembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kera Pemerintah
daerah;

B, Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Klarlfikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Caerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomer 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;



11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomeor & Tahun 2016 tentang
L'rusan Pemerintahan Daerah;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomeor § Tahun 2018 tentang
Parubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2018 fentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupatan
Gununghkidu;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomer 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidu! Tahun
Anggaran 2024;

14, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kera Dinas Kepandudukan dan
Pencatatan Sipil,

15.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatan Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024,

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkicdul Tahun
Anggaran 2024;

17.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll
Tahun Anggaran 2024 Nomor. DPA/A 1/ 2.12.0.00.0.00.01.0000f 001/2024.

C. TUJUAN
Tujuan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA Perangkat Daerah
adalah Memberiken fasilitasi dalam penyusunan Perubzhan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran kepada pejabal pelaksana teknis keglatan sehingga
kegiatan slap dilaksanakan.

D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Koordinasl dan Penyusunan Perubahan DPA Perangkat Daerah
dilaksanakan dalam S bulan { bulan Juli s/d Nopember 2024),

E. LOKAS| PELAKSANAAN

Lokasi Kegiatan Koordinas! dan Penyusunan Perubahan DPA Perangkat Daerah
adalah di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

Juli-

+ Rapat Koordinasi i « Semua pajabat
September Penyusunan struktural dan sub arang
2024 Perubahan DPAPD | koordinator
s Pengumpulandata | « Semua pejabat 'R
Ferubahan DPA strukiuralPPTEK orang
» Entrl REA dalam * Semua palabat =17
eptanning struktural dan sub orang
koordinator
« Catak DPPA, = Kelompok subtansi | = 1 orang
rargoraksi Perencanaan
memfarap,
mengsjukan tanda




tangan kepada

pimpinan dan

mangirim ke BKAD
» Pembahagan DPPA = Kalompok subtansi | « 1 orang

cal

odah TAPD Perancanaan
Oktober- « Menggandakan DPPA | = Kelompok subtansi | = 1 orang
Nopamber PO Perancanaan
2024 » Mendistribusikan = Kelompok subtansi | = 1 orang
DPPA ke PPTE dan Ferancanasn

Pajabat struktural

©. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA Perangkat
Daerah adalah Dokumen Perubahan DPA Tahun 2024.

H. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Koordinasl dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA
Perangkat Daerah adalah Ketompok Subtansi Perancanaan Sekretarial Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Dinas
Kependudukan dan Pencstatan Sipll yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Bupati Nomor 119 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Struktur yang
terdirl darl 2 Sub Bagian antara lain Sub Baglan Umum dan Kepegawaian dan
Sub Baglan Keuangan, serta Kelompok Subtans| Perencanaarn.

Kelompok Subtansl Perencanaan yang mempunyal tugas malaksanakan |

« Menyusun rencana kegiatan teknis Kelompok subtansiian Perencanaan;

Merumuskan kebijakan teknis Kelompok subtansi Perencanaan;

Menyusun rencana kinerja can perjanjian kinerja bidang perencanaan,

Menyusun rancangan kebijakan umum dinas;

Melaksanakan analisis dan penyajian data;

Mengelola sistem informasi, pelayana data | dan informasl pembangunan di

bidang kependudukan dan pencatatan sipil,

» Menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja
tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;

= Menyusun petunjuk pelaksanaan progam dan keglatan dinas,

Melaksanakan pmantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan progam dan

kegiatan dinas,

lenyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;

Idenyusun laporan kemajuan pelaksanaan progam dan kegiatan dinas;

IMenyusun laporan kinerja dinas;

Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Kelompek subtans

Perencanaan;

« Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang perancanaan, dan

« Melaksanakan monitoring evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok subtansi
Perencanaan.




I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Keglatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA Perangkat

Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidu! Tahun Anggaren 2024 sebesar Rp380.000 - (Tiga ratus sembilan
puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk biaya penggandaan Perubahan
DPA-PD.

J. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenal
Kegiatan Kegiatan Penyusunan Perencanasn Perangkat Daerah yang akan
dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat informasl mengenai latar belakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta
pembiayaannya.

Wonosarl, 8- & — 2024

Se in Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
ARISANDY FURBA, AP, MPA HENI NURHAYATI, S.Sos

NIF, 197802281954121001 NIF: 187704241998032003
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KERANGKA ACUAN KERJA
KOORDINAS| DAN PENYUSUMAN DPA- SKPD

A, LATAR BELAKANG

Pelaksanaan sebush orgenisasi mesti membutuhkan anggaran guna
menjalankan roda rumah tangga organisasl, demikian puia Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil sangat membutuhkan anggaran, baik umuk pembiayaan rutin
seperti pembayaran tagihan listrik, tagihan air, pembayaran gaji ASN maupun
untuk pembiayaan kebutuhan untuk menunjang kebutuhan belanja pelayanan
kepada masyarakat seperti kebutuhan blangko cefak formulir dan kebutuhan ATK
lainnya, sehingga dibutuhkan anggaran dinas. Proses penganggaran yang diawali
dari penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran PD yang pada
akhirmya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD untuk dilaksanakan
di masing-masing unit kerja yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, sehingga pery difasilitasi penyusunannya dalam bentuk penggandaan
dokuman DPA yang akan didistribusikan kepada masing-masing PPTK sebagai
acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun.

A, DASAFR HUKUM

1. Undang-Undang Nomer 15 Tahun 19850 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850:

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Mamor 11 Tahun
2024 tentang Cipta Karja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evalussi Pelsksanaan Rencana
Fembangunan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah:

6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kera Pemerintah
Tahun 2024,

7. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Ferencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pambangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daersh tentang Rencana Pembangunan
Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencena Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daeral, dan Rencana Kerja Pemerintah
daarah;

8. Peralran Menterl Dalam Negerl Nomor 80 Tahun 2019 tertang Klarifikasi,
Kodeflkasi, dan Nomenkiatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

9. Perawran Dserah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangks Panjang Daerah Kabupaten Gurungkidul
Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunsn Daerah dan Pelaksanaar
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daarah;



11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Urusan Pemerintahan Daerah:

12, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomaor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul:

13. Peraturan Daerah Kabupatan Gunungkidul
Anggaran Pendapatan

Nomor € Tahun 2018 tentang

Nomor 10 Tahun 2023 tentang
dan Belanja Deerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

14, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kera Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil:

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomer 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024,

16.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

17.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatar, Sipil
Tahun Anggaran 2024 Nomor. DPA/A. 1/ 2.12.0.00.0.00.04.0000/ 001/2024.

TUJUAN

Tujuan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA Perangkat Daerah
adalah:Memberikan fasilitasi dalam penyusunan Dokumen Peleksanaan
Anggaran kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan sehingga program dan
kegiatan siap dioperasionalkan.

. WAKTU PELAKSANAAN

Keglatan Koordinasi dan Penyusunan DPA Perangkat Daerah dilaksanakan dalam
waktu 2 bulan (Januari 2024 s/d Februari 2024),

. LOKAS| PELAKSANAAN

Lokasl Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA Perangkat Daerah adalah di
lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

JaNaN 2024 | o Cetak DPAdani | Keompok | = 20rang

aplikasi subtansi
Perencanaan |
» Koreksl dan » Kelompok = 2 orang
paraf masing- subtansi
masing kegiatan | Perencanaan
» Mengajukan = Kalompok =1 orang
paraf ke subtansi
Sekretaris Perencanaan
« Pengajuan » Kelompok » 1 prang
tanda tangan subtans|
kepala dinas, Perencanaan |




pamberian

stemp=al
= Pengiriman = Kelompok = 1 orang
DPA ke BKAD sublansi
Perancanaan
Februari 2024 | « Menggandakan | = Kelompok « 1 orang
CPA yang gubtansi
sudah jadi Perancanaan

= Mambagikan = Kelompok « 1 orang
kapada semua gubtansi
PPTK dan Perencanaan
pejabat di
alasnya

= Mendokumenta | = Kelompok « 1 orang
slkan sebagian subtansi
DPA Perencanaan

F. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dar Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA Perangkat Daerah
adalah:

1. DPA Perangkat Daarah

2. Dokumen Perajian Kinera

3. Dokumen ROPK

G. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan FPenyusunan dokumen Perubahan RKA

Perangkat Daerah adalah Kelompok Subtansi Perencanaan Sekrefariat Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ksbupaten Gunungkidul Dinas

Kepandudukan dan Pencatatan Sipil yang dibentuk bardasarkan Peraturan Bupati

Nomor 119 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata

Kera Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll, dengan Struktur yang terdirl dari

2 3ub Baglan aniara lain Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Baglan

Keuangan, serta Kelompok Subtansi Perencanaan,

Sub Baglan Perencanaan yang mempunyal tugas melaksanakan :

» Menyusun rencana kegiatan teknis Kelompok Subtansi Perencanaan;

Merumuskan kebijakan teknis Kelompok Subtansi Perencanaan,

Meanyusun rencana kinerja dan parjanjian kinarja bidang pearencanaan;

Menyusun rancangan kebijakan umum dinas;

Malaksanakan analisis dan penyajian data,

Mengelola sistem informasi, pelayana data | dan informasi pambangunan di

bidang kependudukan dan pencatatan sipl!;

» Menyusun rencana umum, rencana sirategis, rencana kerja dan kinera
tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;

= Menyusun petunjuk pelaksanaan progam dan kegiatan dinas,

« Melaksanakan pmantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan progam dan
kegiatan dinas;

¥ m ® ® =




Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;

Menyusun laporan kemajuan pelaksansan progam dan Kegiatan dinas;
Menyusun laporan kinerja dinas;

Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Kelompok  Subtansi
Perencanaan;

o Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang perencanaan; dan

» Melaksanakan monitoring evaluasl, dan pelaporan kegiatan Kelompok
Subtans| Parencanaan.

@ ® & &

. SUMBER DANA (PEMEBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA Perangkst Daerah
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp335.000,00 (Tiga ratus tga puluh
lima ribu rupiah) yang akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan penggandaan
dalam penyusunan DPA PD.

. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja Inl sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenal
Kegiatan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah yang akan
dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat informasi mengenal latar belakang,

dasar hukum, tujuan, waklu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana keglatan serta
pembiayaannya.

Wonosari, =2 ~8&/-2004
Pejabat Pelaksana Teknie Kegiatan,

RHAYATI
NIP ; 187704241228032003




KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN KOORDINAS|I DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN IKHTISAR REALISAS! KINERJA SKED

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2024

@uhcaﬁl%

Gunungkiau!



KERANGKA ACUAN KERJA
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

A, PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggarean pelayanan
publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib merespon harapan
masyarakal ferhadap hkualitas pelayanan yang prima karena dengan
perkembangan  teknelogi informatika memudahkan  masyerakat
menyampaikan keluhan balk melalui media massa dan media sosial
sehingga berdampak buruk terhadap pelayanan pemerintah yang
menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan publk adalsh
tersedianya dokumen penyelenggarsan pelayanan publik antara lain
dgokumen Standar Pelayanan, Survel Kepuasan Masyarakat Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dengan dokumen
tersebut diharapkan adanya kepastian jaminan pelayanan, persyaratan,
wakiu pelayanan, media pengaduan, sarana dan prasaranas pelayaran
untuk kenyamanan pengunjung.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istmewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemenntah Nomaor 32 Tahun 1850:

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn Perancanaan
Pembangunan Nasional:

3. Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2024 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

5, Peraturan Pemerintah MNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

€. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2024,

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daersh tentang Rencana
Pembangunan Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang
Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2005-2025:

10.Peraturan Deerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana FPembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah:

11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Daerah:

12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Momor 5 Tahun 2018
tentang Parubahan Atas Persturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Gunungkidul:

13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2024;

14, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 entang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023
tentang Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2024;

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tertang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2024

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Slpll Tahun Anggaran 2024 Nemor. DPAJA.1/ 2.12.0.00.0.00.01.0000/
00172024,

C. TUJUAN

1. Mengadakan evaluasi Standard Operasional Prosedur Adminstrasi
Pemerintahan dan Standar Pelayanan sesual perkembangan regulasi
ang ada;

2. ruierﬁyusm laporan survey kepuasan masvarakat:

3. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian/SPIP untuk memberkan
acuan bagi pimpinan dan para pegawal di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipl dalam rangka membangun
pengendalian yang diperiukan untuk mencegah
kegagalan/penyimpangan dan atau mempercepat  keberhasilan
pencapalan tujuan,

L. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup kegiatan meliputi:
a Dokumen pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tersedia ;
b. Dokumen rencana tindak pengendalizn SPIP tersedia;
c. Dokumen Evaluasl SOP tersedia;
d Dokumen Standar Pelayanan tersadia;



E. WAKTU PELAKSANAAN
Kagiatan inl dilaksanakan dalam wakiu satu tahun anggaran dari Januar
2024 sampai dengan bulan Desember 2024,

F. LOKAS|I PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan ini di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

Januari 2024 Persiapan data dan PPFTK nra

dokumean serta anggaran Subbag umum &
kspegawaian
Staf
2. | Januari 2024 | Penyediasn makanan dan | PPTK 2 orang
&/d Dasamber | minuman jJamuan tamu Bendahara
2024 sara pengeluaran
pertanggungjawaban/SPJ
2. | Februar 2024 |a. Rakor Tim PPTK 25
Pelaksanaan survey Bendahara orang
b. Pembahasan draft SKM | pengeluaran
Tim
3. | Februari 2024 | Penyediaan perjalanan PPTK 138
s/d Oktober | dinas dan pertanggung Bendahara orang
2024 jawaban/3FJ . pengeluaran
4. | Maret 2024 Rapat koordinasi 5P PPTK 27
Penyadiaan alat tulis Bendahara orang
kantor pengeluaran
Tim
5 | April 2024 Rapat koordinasl SOP PPTK 25
Bendahara orang
pengeluaran
Tim
8. | September Rapal koordinasi PFTK 225
2024 SPIPRTP Bendahara orang
Panyediaan alat tulis pengeluaran
kantor | Tim




H. KELUARAN/OUTPUT
Keluaran dari Kegiatan penataan organisasi sub kegiatan fasilitasi pelayanan
publik dan tata laksana adalah sebagai berikut :
a, Dokumen pengukuran Surveli Kepuasan Masyarakat (SKM) ;
b. Dokumen rencana tindak pengendalian SPIP:
c. Dokumen Evaluasl SOP;
d. Dokumen Standar Pelayanan,

I. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan penataan organisasi sub kegiatan fasilitasi pelayanan
publik dan tata laksana adalash Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian

Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul.

J. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan sub kegiatan evalusi kinerja perangkat daerah bersumber dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

Anggaran 2024 sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta ima ratus ribu ruplah
rupiah)

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja inl sebagai gambaran umum dan penjelasan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat informasi mengenal
iatar belakang, dasar hukum, tujuan, wakiu, lokasi, tahapan, keluaran,
pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Wonosari, &-¢1- 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

YATI S.Sos
NIP. 187704241988032003




KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH
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KERANGHKA ACUAN KERJA
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

A PENDAHULUAMN

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraen pelayanan
publik, Dinas Kependudukan dan Pancatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
sebagai penyelenggara pelayanan publik  wajib merespon harapan
masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang prima karena dengan
perkembangan  teknologi  informatika memudahkan  masyarakat
menyampaikan keluhan baik melalui media massa dan media sosial
sehingga berdampak buruk terhadap peleyanan pemerintah yang
menimbulkan ketidakparcayaan masyarakat,

Salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik adalah
tersedianya dokumen penyelenggaraan pelayanan publik antara lain
dokumen Standar Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat, Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dengan dokumen
tersebut diharapkan adanya Kepastian jaminan pelayanan, persyaratan,
wakiu pelayanan, media pengacuan, sarana dan prasarana pelayanan
untuk kenyamanan pengunjung.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah lsimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850

2. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional:

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir gengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2024 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nemor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat
Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2024

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cera Evaluas| Rancangan Peraturan Dasrah tentang Rencana
Pembangunan Parjang Daerah dan Rencana Jangka Menangah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Farjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Meger MNomor 80 Tahun 2019 tentang
Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;



8. Persturan Daersh Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2005-2025;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dasarah;

11.Peraturan  Daerash Kabupaten Gunungkidul Nemer & Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor § Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Dasrah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Gunungkidul:

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2024:

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pancatatan Sipil;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nemor 10 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2024

16.Peraturan  Bupati Gunungkidul MNomor 32 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2024;

17. Dekumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Tahun Anggaran 2024 Nomor, DPA/A 1/ 2.12.0.00.0.00.01.0000/
00172024,

C. TUJUAN

1. Mengadakan eveluasi Standard Operssional Prossdur Adminstrasi
Pemerintahan dan Standar Pelayanan sesuai perkembangan regulasi
yang ada;

- Menyusun laporan survey kepuasan masyarakat;

Menyusun Rencana Tindak Fengendalian/'SPIP untuk memberikan

acuan bagi pimpinan dan para pegawal di fingkungan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipll dalam rangka membangun

pengendallan yang aipariukan untuk mencegah

kegagalanipenyimpangan dan atay mempercepat  keberhasilan
pencapaian tujuan.

L3 P2

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup kegiatan meliputi
a. Dokumen pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tersedia ;
b. Dokumen rencana tindak pengendalian SPIP tersedia;
¢. Dokumen Evaluasi SOP tersedia;
d. Dokumen Standar Pelayanan tersedia;



E. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam wa

2024 sampal dengan bulan Desember 2024

F. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Kegiatan

Kabupaten Gunung

ini di lingkup Dinas
Kidu,

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

ktu satu tahun anggaran dari Januari

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Januari 2024 | Persiapan data dan PPTK
dokumen serta anggaran Subbag umum &
kepegawaian
Staf
(2. |Januari 2024 | Penyediaan makanan dan | PPTK 2 orang
s/d Desember | minuman jamuan tamuy Bendahara
2024 serta pengeluaran
pertanggungjawaban/SPJ
(2. | Februari 2024 |a. Raker Tim PPTK 25
Pelaksanaan survey Bendahara orang
b. Pembahasan draft SKM | pengsluaran
Tim
3. | Februari 2024 | Penyediaan peralanan PPTK 138
s/d Oktober | dinas dan pertanggung Bendahara orang
2024 jawaban/SPJ pengeluaran
4. | Maret 2024 Rapat koordinasi SP PPTK 27
Penyediaan alat tulis Bendahara orang
kantor pengeluaran
Tim
(5. | Aprl 2024 Rapat koordinasi S0P PPTK 25
Bendahara orang
pengeluaran
Tim
8. | September Rapat koordinasi PPTK | 225
2024 SPIPRTP Bendahara orang
Penyediaan alat tulis pengeluaran
kantor Tim




H. KELUARAN/CUTPUT
Keluaran dari Kegiatan penataan organisasi sub kegiatan fasilitasi pelayanan
publik dan tata laksana adalah sebagai berikut -

a. Dokumen pengukuran Survel Kepuasan Masyarakat (SKM) ;
b. Dekumen rencana tindak pengendalisn SPIP:
¢. Dokumen Evaluasi SOP:

d. Dokumen Standar Pelayanan;

| PELAKSAMA
Pelaksana Kegiatan penataan organisasi sub kegiatan fasilitasi palayanan
publik dan tata laksana adalah Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian

Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll  Kabupaten
Gunungkidul,

J. SUMBER DANA (PEMBIAY AAN)

Pelaksanaan sub kegiatan evalusi kinerja perangkat daerah bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

Pngﬁgﬁ;'un 2024 sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah
nup

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagal gambaran umum dan penjelasan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat informasi mengenai
latar belakang, dasar hukum, tujuan, wakiu, lokasi tahapan, keluaran,
pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Wonosari, «-2! 32024

Fejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

/o

HENI NURHAYATI. S.Sos
NIP. 19770424 1998032003

inas K3 1\_-'3.2 dukan dan Pencatatan Sipil
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i

T8 Gunungkidul



KERANGEKA ACUAN KERJA,

KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2024

‘Dulfcapil%

Gunungkiaul



KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAMN ASN
TAHLIN ANGGARAN 2024

A, LATAR BELAKANG
Pemberian gaji dan tunjangan kepada Aparatur Sipil Negara/ASN merupakan
hak yang harus diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/ASN karena telah
menjalankan ftugas dan fungsinya dengan balk sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang
mempunyai kewajiban untuk memenuhi hal tersebut sebagai wujud pertanggung

jawaban kevangan,

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1850 tentang Pembeniukan Daerah-dasrah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daersh
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Momer 11 Tahun 2021
tentang Cipta Kerja,

4. Peraturan Pamerintah Nemaor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinarja Instansi pemerintah:

4, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintashan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tenteng Standar Akuntansi
Pemenntahan,;

8. Earatumn Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

aerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Neged Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daeran;

8. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman
Kiarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah,

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor © Tahun 2013 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Dserah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Psmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gununglidul;

12. Peraturan Dasrah Kabupaten Gunungkidul Nomer 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024,

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsl dan Tata Kerja Dinas Keperndudukan dan
Pencatatan Sipil;



14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomer 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024,

15. Dokuman Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2024 Nomor. DPA/A 1/ 2.12.0.00.0.00.01.0000f 001/2024.

C. TUJUAN
a. Terpenuhinya hak Aparatur Sipil Negara/ASN yang telah menjalankan tugas
dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku,

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang Lingkup Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan
penyediaan gaji dan tunjangan ASN meliputi;
a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

E. WAKTU PELAKSANAAN
Keglatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gajl
dan tunjangan ASN dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun dari Januari
sampai dengan Dezember 2024.

F. LOKASI PELAKSANAAN
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub keglatan penyediaan gajl
dan tunjangan ASN dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul,

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN _

Januar 2024

. Menyiapkan
bahan dan
dokumen
b. Mengusulkan
anggaran
Januari 2024 | Penyediaan |a. Maiakukan PPTK 2
sampai gajl dan pembayaran | Bendahara | orang
Desamber tunjangan . Laporan pengeluaran
2024 ASN pertanggung
jawaban/SP.)




H. KELUARAN (QUTPUT)

Keluaran dar kegiatan administrasi keuangan perangkat dasrah sub kegiatan
penyediaan gaji dan tunjangan ASN yaitu :
a. Gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan.

PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan administrasl keuangan perangkat daerah sub kegiatan
penyediaan gaji dan funjangan ASN adalah Ka Sub Bag Keuangan Sekretariat
Dinas Kepandudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

J. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan kegiatan administragi keuangan perangkat daerah sub penyediaan
gajl dan funjangan ASN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp
3.413.715.501,00 (Tiga milyar empat juta tiga ribu belas ribu tujuh ratus lima belas
ribu lima ratus satu rupiah).

K. FENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umurm dan penjelasan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2024, dan memusat informasi mengenai latar
belakang, dasar hukum, tujuan, wakty, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana
kegiatan serta pemblayaannya.

Wonosan, + - | - 2024

Pajabat Pelaksana Teknis Keglatan

G
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KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAFORAN KEUANGAN
AKHIR TAHUN SKPD TAHUN ANGGARAN 2024

LATAR BELAKANG

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor
B tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemarintah
bahwa dalam rangka pertangungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap
Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menvajiken Laporan Kauangan dan
Laporan Kinerja. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten
Gunungkidul merupakan salah safu entitas pelaporan yang wajib menyusun dan
menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari - Nermaca,
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekultas
dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Selanjutnya disajikan dengan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Momor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntans
Pemerintahan dan Pemmendagri MNemor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Fengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Permendagr Nomor 21 Tahun 2011.

Laporan Reallsasl Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan
pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya. Neraca menyajikan
asel, utang, dan ekuilas dana yang diperbandingkan dengan perode
sabalumnya. Laporan Operasional menyajikan jumlah pendapatan dan jumlah
beban pada tahun anggaran bersangkutan. Sedangkan Laporan Perubahan
Ekuitas menysajikan Ekuitas Awal, Surplus/ Defisit LO, dampak kumulatif
perubahan yang mendasar seperti utang belanja, penyisihan plutang, nilal
persediaan, akumulasi penyusutan, dil.

Guha menghindari kesalahan pemahaman dalam membaca laporan
keuangan dan untuk memperjelas mustan yang ada dalam laporan keuangan,
perly dbuat catatan atas laporan keuangan yang bersl Informasi untuk
memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan, dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informas
terlang penjelasan pos-pos laporan keusngan dalam rangka pengungkapan
yang memadai.

. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Momor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istmewa Yogyakarta jo Lingkungan
Daerah Isimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021
tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi pemerintah;

4. Peraturan Pemennteh Nomor 2 tahun 2007 tertang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pamerintah, Laporan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Ferwekilan Rakyat
Daerah

5. Peraturan Pemerintah Momor 71 Tshun 2010 tenteng Standar Akuntansi
Pemerintahan;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pangelolaan Keuangan
Daarah;

7. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
FPengelolan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kall
terakhir dengan Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8 Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengsrapan
Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman
Klarifikasi, Kodefikasi, dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Momor 7 Tahun
2016 tentang Pembentuken dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daesrah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024,

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Keria Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024,

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependuduken dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2024 Nomor. DPAMA 1/ 2.12.0.00.0.00.01.0000/ 0012024,

C. TUJUAN
a Menyampaikan Informasl yang transparan, akuntabel dan bermanfaat bagi
para pengguna dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah
daerah, berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama
satu pericde pelaporan;
b. Tersusunnya laporan keuangan secara tapat waktu dan akuntabal

D. RUANG LINGKLP KEGIATAN
Ruang Lingkup Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan
koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD meliputi:
a, Penyediaan dokumean Keuangan akhir tahun.

E. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan koordinasi dan
penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKFD dilaksanakan Januari 2024,

F. LOKASI PELAKSAMAAMN
Keglatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan koordinasl dan
penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dilakeanakan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.



G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Januari 2024 | Persiapan . Menyiapkan | PPTK

bahan dan | PPK PD orang
dokumen Pembanty -
b. Mengusulkan | PPK PD
Panyediaan anggaran Bendahara
alat tulis kantor pengeluaran
a. Membuat Staf
laporan keuangan
keuangan
akhir tahun
b. Melakukan
pembayaran
¢. Laporan
pertanggung
| jawaban/SPJ

H. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan
koordinasi dan penyusunan lapcran keuangan akhir tahun SKPD yaitu ;

a. Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun,

PELAKSANA

Felaksana Keglatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan
koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD adalah
Kasubag Keuangan Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll
Kabupaten Gunungkidul

SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan kegiatan administrasl keusngan perangkat daerah sub kegiatan
koordinasl dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp744.000,00 (Tujub ratus empat puluh empat ribu
rupiah).




K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kera inl sebagai gambaran umum dan penjelasan
yang akan diaksanakan pada tahun 2024, dan memuat informasi mengenal |atar
belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi tahapan, keluaran, pelaksana

kegiatan serta pembiayaannya.
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KERANGKA ACUAN KERJA,
KEGIATAN ADMINISTRAS|I KEUANGAN FERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSLUNAN LAPORAN KEUANGAN
BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2024

LATAR BELAKANG

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomaor
8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa
dalam rangka pertangungjawaban pelasksansan APBMN/APED, setap Entitas
Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan den Laporan
Kinerja. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
merupakan salah satu enfitas pelaporan yang wajlb menyusun dan menyajikan
Laporan Ksuangan. Laporan keuangan tersebut terdirdl dar : Neraca, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekultas dan
Catatan Atas Laporan Kewangan, Penyusunan Laporan Keuangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupsten Gunungkidul disesuaikan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomer 13 tahun 2017 tentang
Perubahan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2017. Selanjutnya
disajikan dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagsimana telah diubah
bebarapa kali terakhir dengan Permendagri Momar 21 Tahun 2011,

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan
pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya. Meraca menyajikan
aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan pericde sebalumnya.
Laporan Operasional menyajikan jumiah pendapatan dan jumiah beban pada
tahun anggaran bersangkutan. Sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas
menyajikan Ekuitas Awal, Surplus/ Defisit LO, Dampak kumulatif parubahan yang
mendasar sepertl utang belanja, penyisihan piutang, nilai persediaan, akumulasi
panyusutan, dil.

Guna menghindari kesalahan pemahaman dalam membaca laporan
keuangan dan untuk memperjelas muatan yang ada dalam laporan keuangan,
pariu dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk
memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan, dan merupakan
bagian yang tidak terplsahkan darl laporan keuangan yang menyajikan informasi
tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang
memadail.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Momor 15 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Isfimewa Yogyakarta jo Lingkungan
Daarah Istimewa Yogyakarta jo Paraturan Pamerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2, Undang-Undang MNomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintash Dasrah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Memor 11 Tahun 2021
tentang Cipta Kerja;

3. Perafuran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi pemerintah;

4, Peraturan Pemernntah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah



5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

7. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pengelolan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kall
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penarapan
Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman
Klarifikasi, Kodefikasi, dan MNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daersh Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2013 tertang
Pokok-Pokok Pengeloiaan Keuangan Daerah,

11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor § Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

12 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomer 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsl dan Tata Karja Dinas Kependudukan dan
Pancatatan Sipil;

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

15, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2024 Nomor. DPAJA 1/ 2.12.0.00.0.00.01.0000/ 001/2024.

C. TUJUAN
a. Menyampalkan informasi yang fransparan, akuntabel dan bermanfaat bagi para
pengguna dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah
daerah, berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama
salu periode pelaporan;
b. Tersusunnya laporan keuangan bulananfriwulanan/semesteran secara tepat
wakiu dan akuntabel.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang lingkup kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan
koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulananitriwuianan/samesteran
SKPD meliputi -
a. Penyediaan dekumen keuangan bulanan/SPJ,
b. Penyediaan dokumen keuangan semesteran.

E. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub keglatan koordinasi dan
penyusunan laporan keuangan bulananftriwulanan/semesteran SKPD
dilaksanakan dalam jangka wakiu satu tahun dari Januari sampai dengan
Desember 2024,



F. LOKAS| PELAKSANAAN
Kegiatan agministrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan koordinasi dan
penyusunan laporan keuangan bulananfriwulanan/semasteran SKPD

dilzksanakan dl Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidil.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Januari 2024 | Persiapan bahan, PPK PD 3 ang |

dokumen dan PPTK |
anggaran Penata Keuangan
2. | Februar Penyediaan bahan/ | PPTK Bendahara 3 orang
2024 dokumen pengeluaran
Panata Keuangan
3. |Januan- Rapat koordinasi | PPK 4 orang
Dasamber PPTK Bendahara
2024 pengeluaran
Panata Kauangan
4. |Apri2024 | Penyediaan bahan/ | PPTK. Bendahara 3 orang
dokumean pengeiuaran _
Panata Keuangan |
S | Juni 2024 Penyediaan bahan/ | PPTK Bendahara 3 orang
dekumean pengeluaran
Penata Keuangan
‘6. | Agustus 2024 | Penyediaan bahan/ | PPTK Bendahara 3 orang
dokumen pengeluaran
Penata Keuangan
7. | Oktober 2024 | Penyediaan bahan/ | PPTK Bendahara 3 orang
dolkumen pengeluaran
Panata Keuangan
8. | Desember Penyediaan bahan/ | PPTK Bendahara 3 orang
2024 dokumen pengeluaran
Panata Keuangan

H. KELUARAN (QUTPUT)
Kelueran dar administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan koordinasi
dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yaitu
a Dokumen laporan keuangan bulanan yang tersusun;
b. Dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun.



. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan administrasl keuangan perangkat daerah sub keglatan
koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulananftriwulanan/semesteran
SKPD adalah Kasubag Keuangan Sekretariat Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul,

. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan
koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulaman/triwulanan/semesteran
SKPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Gunungkidul ahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.045.000,00 (Dua juta empat puluh
lima ribu rupiah).

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sabagal gambaran umum dan penjelasan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat informasi mengenai latar
belakang, dasar hukum, tujuan, wakhu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana
kegiatan serta pemblayaannya.

Weonogar, 2 1 - 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

THERESIA WIDIASTUTI, 5.508

NIP 18750706 198503 2002
Mengetahul
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KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENDATAAN DAN PENGOLAHAN
ADMINISTRASI KEPEGAWALAN TAHUN ANGGARAN 2024

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang Aparatur Sipll Negara Nomor 5§ Tahun 2014
diamanatkan bahwa setiap pegawal Aparatur Sipll Negara urtuk melaksanakan
tugas publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu, Dalam
pelaksgnaan tugas ftersebut perlu manajemen Aparatur Sipil MNegara yang
profesional, bebas dari ntarvensi politik serta bersih dari praktek korupsi, kolusi
dan nepotisme .

Salah satu aspek dalam Manajemen ASN adalan pembarian penghargaan
atau reward kepada ASN. Penghargaan ataupun reward kepada ASN adalah
wujud apresiasi kepada saorang ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dengan baik, Pengelolaan Sumber Daya Aparatur merupakan salah satu area
perubahan dalam Reformasi Birokrasi, dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi diperiukan pengelolasn administrasi kepegawalan yang berintegrasi dalam
menjunjung tinggl prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintah yang baik (good
governance) serta merkinerja tinggl. Pengelolaan administrasi kepegawalan periu
dukungan berbagai pihak agar dapat menyajikan laporan atau informasi
kepegawalan secara cepat dan akurat dalam pengembangan karir pegawal.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1850 tertang Pembentukan Daerah-daeran
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomar 32 Tahun 1850,

2 Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah Undang-Lindang Momor 17 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja,

4. Peraturan Menter Dalam Megeri Nomer 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangen Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Momor 3 Tahun 2021 teniang
Perubahan Kedua atas Peraturan Dasrah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2018 tentang Pembeniukan dan Susuran Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

§ Peraturan Dserah Kabupaten Gunungkidul Momor 4 Tehun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

7 Paraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 teniang
Anggaran Pendapatan dan Baelania Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungs! dan Tata Kera Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,



9. Peraturan Bupatl Gunungkidul Nomer 32 Tahun 2023 tantang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanje Daersh Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

10.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2024 Nomer. DPAJA.1/ 2.12.0.00,0.00.01.0000/ 001/2024.

C. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah Sub Kegiatan

Perdataan dan Pengolahan Adinistresi Kepegawaian adalah :

a. Melakukan pembinaan pada Aparatur Sipil Negara

b. Memberikan penghargaan / reward kepada Aparatur Sipil Negara;

¢. Menyediakan anggaran dalam pelayanan administrasi kepegawalan antara lain
alat tulis kantor, pemberian piagam dan cindera mata, pembinaan pegawai,
honeorarium narasumber pembinaan pegawai dan iuran JKN bagi non PNS.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang lingkup kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah Sub
Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Adinistras| Kepegawalan adalah

. Belanja alat tulls kantor

Eelanja penggandaan

Belanja souvanir/cindera mata

Balanja minum snack rapat

. Belanja jasa narasumber

eapow

E, WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Keglatan Pendataan
dan Paengolahan Administrasi Kepegawalan pada Januarl 2024 sid Desember
2024.

F. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Administrasi Kepegewaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan
Pendataan dan Pengolahan Adinistrasi Kepegawaian adalah di lingkup Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

PPTK.
bahan  dan | Pengadminis
jadwal waltu | trasi

pembinaan kepegawalan
ASN




. Menyiapkan

banan dan
|adwal  waktu
pembearian
penghargaan
ASN
. Mengusulkan
rencana
anggaran
Februan Belanja . Melakukan PPTK 3 orang
2024 cetak cetak piagam | Bendahara
plagam . Melakukan pengeduaran
Belanja alat belanja alat | Staf Subbag
tulis kantor tulis kantor Umum dan
Laparan kepegawaian
pertanggung | Pegawal
Jawaban/3PJ | dinas
Juni 2024 Belanja . Melakukan PPTK ED
rapat pembelian Bendahara orang
pegawal makan minum | pengeluaran
dan snack rapat  Staf Subbag
honorarium pegawal Umum dan
narasumber |b. Melaksanakan | kepegawaian
pembinazan
pegawal
. Melakukan
belanja
honorarium
narasumber
| . Laporan
pertanggung
jawaban/SPJ
‘Desember | Belanja _ Malakukan PPTK 50
2024 rapat permbelian Bandahara orang
pegawai makan minum | pengeluaran
dan snack rapat | Staf Subbag
henorarium pegawal Umum dan
narasumber kapegawaian




b. Melaksanakan
pembinaan
pegawai

¢ Melakukan
belanja
honorarium
narasumber

d. Laporan
pertanggung
|awaban/SPJ

A. KELUARAN (QUTPUT)
Keluaran darl Kegistan Administrasl Kepegawalan Perangkat Daerah Sub
Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah sebagal
berikut:
1. Jumiah ASN tertangani.

B. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Dasrah Sub Kegiatan
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah Ka Sub Bag
Umum dan Kepegawalan Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll
Kabupaten Gunungkidul,

C. SUMBER DANA (FEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Administrazi Kepegawsian Perangkat Daerah Sub
Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp17.498.900,00 (Tujuh belas juta empat ratus sembilan
pulun enam ribu sembilan ratus rupian).



D. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagal gambaran umum dan penjelasan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat Informasl mengenai |atar
belakang, dasar hukum, tyjuan, waktu, lokasl, tahapan, keluaran, pelaksana
kegiatan serta pembiayaannya. ,
Wonosari, L |Jasses’ 234y

Pejabat julaksana Teknils Kegiatan

AR al=l WD Vil i b i
NIF 18760228 198412 1 001 MIP 18730317 155402 2 001

Mengetahui
pendudukan dan Pencatatan Sipll
mpaten Gunungkidul
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KERANGHKA ACUAN KERJA
REGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN KOMPONEN INSTALAS LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN/KANTOR TAHUN ANGGARAN 2024

A LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll  Kabupaten Gunungkidul
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan gan tugas pembantuan di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang memiliki beberapa program
kerja dan sasaran stratagis, Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran
strategis dimaksud, instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana
penunjang yang dilaksanakan olen sekretariat Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul Salah saty program penunjang yang
diksiola oleh sekretariat adalah kegiatan administrasi umum perangkat daerah
SUb kegiatan penyedisan peralatan dan pariengkapan kantor. Dengan
terlaksananya kegiatan inl diharapkan ssiuruh kegiatan administrasi yang terkait
dengan urusan perkantoran. baik yang dilaksanakan di bidang maupun sekretariat
dapat dilaksanakan sacara efektif dan afisian baik dari aspek efektifitasnya dalam
pencapaian tujuan maupun aspek sfisisnnya dalam penggunaan anggaran.

B DASAR HUKLUM

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta |o Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850,

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nemor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja:

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubshan Kedua atas Peraturan Dasrah Kabupaten Gunungkidul Nomer 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul

S. Peraturan Daerah Kabupalen Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2024 tertang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dasrah Tahun 2021-2026;

6. Peraturan Dasrah Kabupaten Gunungkidul Nemor & Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sunungkidul;

7. Peraturan Daerash Kabupaten Gunungkidul Nemor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

8. Peraturan Bupatl Gunungkigul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organieasl, Tugas, Fungal dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil:

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomeor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;



F.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10. Peraturan Bupsati Gunungkidul Nomer 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024:

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2024 Nomor. DPAJA 1/ 2.12.0.00.0.00.01.0000/ 001/2024.

TUJUAN

a. Teraminnya pelaksanaan Pelayanan Adminisiras| Perkantoran  untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul;

b. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan dan perelatan kantor untuk
memperlancar dalam pelayanan pada masyarakat:

RUANG LINGKUF KEGIATAN

Ruang Lingkup kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kagiatan
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor meliputi -

a Penyediaan bermacam peralatan dan perlengkepan kantor:

WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan penyediaan
peralatan dan perlengkapan kanter.dilaksanakan pada Maret sampai dengan
Desamber 2024,

LOKAS| PELAKSANAAN

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gunungkidul.

PPTK

Penyediaan  |a. Melakukan
peralatandan | pembelian bendahara
perlengkapan |b. Laporan pengeluaran
kantor pertanggung | dan
|awaban/SP. | penyimpan
| barang
|

KELUARAN (QUTPUT)

Keluaran dan Kegiatan administrasl umum perangkat daerah sub kegiatan

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yaitu ;
a. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia;



. PELAKSANA

Pelaksana Keglatan Administrasi Umum Ferangkat Daersh Sub Kegiatan
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor adalah Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Spil
Kabupaten Gunungkidul,

SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dasrah Sub

Kegiatan penyediaan peralatan dan perengkapan kantor bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah Kabupaten Gunungkidul Tahun

Anggaran 2024 sebesar RpT95.000,00 (Tujuh ratus Sembilan puluh ima rbu
rupiah).

Penutup
Demikian Kerangka Acuan Kerja inl sebagal gambaran umum dan penjelasan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat informasi mengenal latar

belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keiuaran, palaksana
kegiatan serta pembiayaannya,

Wonosari, © Jrwen ey

Pﬂawnm Teknis Kegiatan

MURYANI, S|P
NIP 18730317 199402 2 001

endudukan dan Pencatatan Sipil
ipaten Gunungkidul
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KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2024

A, LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi Kabupaten Gunungkidul
mempunyal tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang memiliki beberapa pregram
kerja dan sasaran strategis. Dalam pencapaian target program kerna dan sasaran
strategis dimaksud, instansi didukung dengan beberapa keglatan dan sarana
penunjang yang diaksanakan oleh sekretarial Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul. Salah satu program penunjang yang
dikslola oleh sekretariat adalah kegiatan administrasi umum perangkat daerah
sub kegiatan penyedizan peralatan dan perlengkapan kantor, Dengan
teriaksananya kegiatan ini diharapkan sefuruh kegiatan administrasi yang terkait
dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan di bidang maupun sekretariat
dapat dilaksanakan secara efekiif dan efisien balk dari aspek efektifitasnya dalam
pencapalan tujuan maupun aspek efislennya dalam penggunaan anggaran.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakaria jo Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakaria jo Perafuran Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850

2. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang MNomer 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Menteri Dalam Meger Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pangelolaan Keuangan Daerah;

4, Peraturan Daerah Kabupsten Gunungkidul Momor § Tahun 2018 tantang
Perubahan Atas Peraturan Daergh Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Momor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024,

8. Paraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tertang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepandudukan dan
Pencatatan Sipil; .

7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomer 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024; :

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2024 Nomor, DPAJA 1/ 2.12.0.00.0.00.01.0000/ 001/2024.

C. TUJUAN
a. Teraminnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk
menunjang kefancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul:



b. Terpenuhinya peralsten dan perlengkapan dan perelatan kantor unfuk
memperiancar dalam pelayanan pada masyaraxat,

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang Lingkup kegiatan admiristrasi umum perangkat dasrah sub kegiatan
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor meliput ;
a. Penyediaan bermacam peralatan dan periengkapan kantor;

E WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor.dilaksanakan pada Februarl sampai dengan
Agustus 2024.

F. LOKASI PELAKSANAAN
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gunungkidul.

G. TAHAPAN PELAKSAMAAN KEGIATAN

Februari

Penyediaan . Melakukan | PPTK bendahara
2024 peralatan dan pembaiian pengeluaran dan
perlengkapan b, Laporan penyimpan
kantor pertanggung | barang
jawaban/SPJ
2. | Aprll 2024 Penyadiaan . Meiakukan PPTK bendahara | 2 orang
peralatan dan pembelian pengeluaran dan
perlengkapan |b. Laporan penylmpan
kantor pertanggung | barang
jawaban/SPJ
3. | Mei 2024 Penyedisan |c. Melakukan PPTK bendahara | 3 orang
peralatan dan pembelian pengeluaran dan
periengkapan . Laporan penyimpan
kantor pertanggung | barang
. j{awaban/SPJ
4. | Jull 2024 Penyediaan . Melakukan PPTK bendahara | 3 orang
peralatan dan pambelian pengeluaran dan
periengkapan Laporan penyimpan
kantor pertanggung | barang
) jawaban/SPJ
5 | Agusius Penyediaan . Melakukan FPTK bandahara | 3 orang
2024 peralatan dan pembalian pengeluaran dan
perdengkapan |b. Laporan peryimpan
kantor pertanggung | barang
jawaban/SPJ




. KELUARAN (QUTPUT)

Keluaran dari Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yaltu ;

& Jumlah peralatan dan perengkapan kantor tersedia,

PELAKSANA
Pelaksana Keglatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor adalah Kepala Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul.

. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3ub
Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan EBelanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp124.156.000,00 {Seratus dua puluh empat juta
seratus lima puluh enam ribu rupiah).

. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan panjelasan yang
akan dilaksanskan pada tahun 2024, dan memuat informasi mengenai latar
belakang, dasar hukum, tujuan, wakiu, fokasi, tahapan, keluaran, pelaksana
kegiatan serta pambiayaannya.

Wonosarl, _i“""""‘““' o

DI/ Pejabat Pelaksana Teknls Kegiatan
PURBA, AP, MPA MURYANL S.IP
MIP 19780228 199412 1 001 MIP 19730347 100402 2 001
Meangetahul

endudukan dan Pencatatan Sipil
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KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGEA
TAHUN ANGGARAN 2024

A. LATAR BELAKANG

Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Gunungkidul
mempunyal tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang kependudukan dan pencatatan sipd, yang memiliki beberapa program
kerja dan sasaran strategis. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran
sirategis dimaksud, instansi didukung dengan beberapa keglatan dan sarana
penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul. Salah satu program penunjang yang
dikelola oleh sekretariat adalah kegiatan administrasi umum perangkat daerah
sub kegiatan penyedisan peralatan rumah tangga. Dengan terlaksananya
kegiatan ini diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan
perkantoran, baik yang dilakeanakan di bidang maupun sekretariat dapat
dilaksanakan sacara efektf dan efisien baik dar aspek efektifitasnya dalam
pencapalan tujuan maupun aspek efisiennya dalam penggunaan anggaran,

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1850 tentang Pembentukan Dasrah-dasrah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah letimews Yogyakarta jo Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Momor 32 Tahun 1950

2. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja:

3. Peraturan Menteri Dalam Meger Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

4, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nemor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul:

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026:

6. Peraturan Dasrah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 terntang
Perubahan Atas Peraturan Daesah Kabupaten Gunungkidul Nomer 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidud:

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

8. Peraturan Bupat Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsl dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil:

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024



10 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2024 Nomor. DPA/A.1/ 2,12.0.00.0.00.01.0000/ 001/2024.

C. TUJUAN
a. Terjaminnya pelaksanaan Pealayanan Administrasi Perkantoran  untuk
menurjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Dinas
Kapendudukan dan Pencatatan Sigil Kabupaten Gunungkidul;

b. Terpenuhinya peralatan dan periengkapan rumah tangge untuk memperancar
dalam pelayanan pada masyarakat

0. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup kegiatan administrasl umum

penyediaan peralatan rumah tangga mefiputi -
8. Penyediaan bermacam perabot kantor;

E. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan administrasi umum perangkat
peralatan rumah tangga. dilaksanakan pada

F. LOKAS| PELAKSANAAN
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan penyeadiaan peralatan
rumah tangga dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatstan Siph
Kabupaten Gunungkidul,

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN :

PPTK

perangkat daerah sub kegiatan

daerah sub hegiatan penyediaan
Februari, Mei dan Agustus 2024

Penyediaan . Melakukan
perabot kantor pembselian bendahara
. Laporan pengeluaran |
pertanggung | dan
Jawaban/SPJ | penyimpan
barang
2 | April 2024 Penyediaan . Meiskukan PPTK 3 orang
perabot kantor pembelian bendahara
. Laporan pengeluaran
pertanggung | dan
jawaban/SPJ | penyimpan
| barang
3. | Juli 2024 Panyadiaan . Malakukan PPTK 3 orang
perabot kantor pembaelian bendahara
. Laporan pengeluaran
pertanggung | dan
jawaban/SPJ | penyimpan
barang




. KELUARAN (QUTPUT)

Keluaran dari Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub keglatan
penyediaan peralatan rumah tangga yaitu

a. Jumlah bahan perabot kantor tersedia;

PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan
penyediaan peralatan rumah tangga adalah Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpil Kabupaten
Gununglidul,

. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daersh Sub
Kegiatan penyediaan peralatan rumsh tangga bersumber darl Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dasrah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024
sebesar Rp1,382.000,00 (Satu |uta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat informasi mengenai latar
belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana

kegiatan serta pembiayaannya,

Wonosar, & jaweer 2ol

Se Diln/ Peajabat Pelaksana Teknis Keglatan

AR P MURYANI. S.IP
NIP 19760228 180412 1 001 MIP 18730317 1895402 2 001
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KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
mampunyai tugas melaksanakan urusan permerintahan dan tugas pembantuan di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang memilki beberapa program
kerja dan sasaran strategis. Dalam pencapalan target program kerja dan sasaran
strategis dimaksud, Instanei didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana
penunjang yang dilaksanakan oleh sekretgriat Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul. Salah satu program penunjang yang
dikelola oleh sekretariat adalah program pelayanan administrasi perkantoran
antara lain Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Dengan
terlaksananya kegiatan ini diharapkan seluruh keglatan administrasi yang terkalt
dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan di bidang maupun sekretariat
dapat diiaksanakan secara efektif dan efisien baik dari aspek efektifitasnya dalam
pencapaian tujuan maupun aspek efisiennya dalam penggunaan enggaran yang
lerkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten
Gunungkidul sehingga sasaran yang handak dicapal akan tepat sasaran.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembeniukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Lingkungan
Daerah Istimewsa Yogyskarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1650;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sedagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomer 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomer 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Momor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daarah Kabupaten
Gunungkidui;

5. Peraturan Daerah Kabupalen Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2028;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor § Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daeran Kabupaten
Gunungkidu;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Momer 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomeor 118 Tahun 2021 lentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pancatatan Sipil;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nemor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

Anggaran 2024;

C. TUJUAN
a Tefaminnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul:
b. Terpenuhinya barang cetakan dan pengandaan untuk memperancar dalam
palayanan pada masyarakat:

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang lingkup kagiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah ;
a Belanja fotokopi dan penjilidan.

E. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Administrasl Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penysdiaan
Barang Cetakan dan Penggandaan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun
dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2024,

F. LOKASI PELAKSANAAN
Kegiatan Administrasl Umum Perangkat Daerah Sub Kaegiatan Penyedisan
Barang Cetakan dan Penggandaan diaksanakan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul,

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Januari 2024 | Persiapan Menylapkan | PPTK, 3orang

bahan dan| Peabat
dokumen pengadaan
kontrak l
2. | Maret s/d Penyediaan a. Melakukan | PPTK, 10
desember fotokopi pembayaran | Pajabat arang
2024 b, Laporan pengadaan,
pertanggung | Tim )
jawaban/SPJ | penarima
barang,
bendahara
pengeiuaran
dan
penyimpan
barang




H. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yaitu :
a, Jumlah fotekopi dan penjilidan yang dibsili.

PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan adalah Kepala Sub Baglan Umum dan Kepegawaian
Sekratariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul.

SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Keglatan Administrasi Umum Sub Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2024 sebesar Rp23.743.00000
(Dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

PENUTUP.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2024, dan memust infermasi mengenai latar
belakang, dasar hukum, tujuan, wakty, lokasl, tahapan, keluaran, pelaksana
kegiatan serta pemblayaannya,

Wonosar,

Sekretaris Dinas, Pejabat Pelaksena Teknis Keglatan,
ARISANDI PURBA, AP MPA Y
NIP 19780228 159412 1 001 NIP 19730317 199402 2 001

Mengetahul

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul
BRI M A, M.Si

NIP.18701206 99603 1 003
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KERANGKA ACUAN KERJA,

KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGIAT CAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang kependudukan dan pancstatan sipil, yang memiliki beberapa program
kerja dan sasaran strateqis. Dalam pencapalan target program kerja dan sasaran
strategiz dimaksud, instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana
panunjang yang dilaksanakan cleh sekretariat Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Salah saty program penunjang yang
dikelola oleh sekretariat adalah kegiatan adminstrasi umum perangkat daersh sub
kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Dengan
terlaksananya kegiatan inl diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait
dengan urusan perkantaran, baik yang dilaksanakan di bidang maupun sakretariat
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien baik dari aspek efektifitaznya dalam
pancapalan tujuan maupun aspek afisiennya dalam penggunaan anggaran,

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomer 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daarah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Lingkungan
Daerah |stimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1950;

2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daersh:

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nemor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pambantukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul:

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dasrah Tahun 2021-2026:

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Memor 5 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

/. Peraturan Dasrah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

B. Peraturan Bupafl Gunungkidul Nomer 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tats Kerja Dinas Kependudukan dan
Fencatatan Sipil;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tertang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024,



C. TUJUAN
a. Teraminnya pelaksanaan Pelayanan Administrasl Perkantoran untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan wgas kedinasan di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul:
b. Terpenuhinya surat kabar untuk meningkatkan pengetahuan dan katrampilan
dalam pelayanan pada masyarakat

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang Lingkup kegiatan adminstrasi umum perangkat daerah sub kegiatan
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah
8. Penyadiaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

E. WAKTU PELAKSANAAN
Keglatan adminstras! umum parangkat daerah sub kegiatan panyadiaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dalam jangka waktu
salu tahun dar Januar| 2024 sampai dengan Desember 2024

F. LOKASI PELAKSANAAN
Kegiatan adminstrasi umum perangkat dasrah sub kegiatan penyediaan bahan
bacaan dan peraturan pefundang-undangan dilaksanakan di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupsten Gunungkidul,

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Januar 2024 | Penyediaan |a Melakukan

s/d pambayaran

Desember b. Laporan

2024 pertanggung
[awaban/SPJ

H. KELUARAN (QUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan adminstrasi umum perangkat daerah sub kegiatan
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yaitu :
a. Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar

|. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Administrasl Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah Kepala
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

J. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksansan Kegistan Administrasl Kepesgawaian FPerangkat Daerah Sub
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan  perundang-undangan
bersumber darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.080.000.00 (Satu juta delapan
puluh ribu rupiah).



K. Penutup
Damikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagal gambaran umum dan penjelasan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat informasi mengenal latar
belakang, dasar hukum, tujuan, wakty, lokasi, tahapan keluaran, pelaksana
kegiatan serta pembiayaannya.

Wonesari, =~ ;lauu-—-' La2y

Pejabat Pelaksana Teknils Kegiatan

MURYANI §IP
NIF 18730317 198402 2 001

Mangetahui
ﬁ Kepala Dinas Wependudukan dan Pencatatan Sipil
sahupaten Gunungkidul
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KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN FASILITAS| KUNJUNGAN TAMU
TAHUN ANGGARAN 2024

A. PENDAHULUAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul
merupakan salah satu perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dimungkinkan adanya
sharing pelayanan dengan perangkat dasrah [ain demi meningkatkan kualitas
layanan dan pemecahan permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan penerimean tamu ataupun kunjungan tamu dari luar perangkat
daerah merupakan salah satu Kegiatan yang dilakukan untuk bisa bertukar
infermasi dan sharing pelaksanaan pelayanan publik.

B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomar 15 Tahun 1850 tantang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah lstimawa Yogyakarta jo

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950:

Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2000 tentang Felayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintanan Daerah

sedagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intem Pemerintah:

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur MNegara dan
Retormasi Birokrasl Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemaearintahan:

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Felayanan;

7. Peraturan Menter| MNegara Pendayagunaan Aparatur MNegara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik:

8. Peraturan Menteri Dalam Neged Momor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Dasrah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 fentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 fentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul:

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gurungkidul Nemar 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

11.Peraturan Bupati Gunungkidul Momor 118 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungai dan Tata Kera Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

(ER N



12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomeor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

C. TUJUAN
1. Menyediakan jamuan tamu untuk peningkatan kualitas petayanan publik;
2. Menyediakan air minum mineral dan permen bagi pemohon pelayanan
pendaftaran penduduk dan palayanan pencatatan sipil;

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang Lingkup kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegistan
fasilitasi kunjungan tamu maliputi
a. Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi:
b. Makanan dan minuman tamu tersedia.

E. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub keglatan fasilitasi
kunjungan tamu dilaksanakan dalam waktu satu tahun anggaran darl Januari
sampai dengan bulan Desember 2024

F. LOKASI PELAKSANAAN
Lokas| Kegiatan administrasl umum parangkat daerah sub kegiatan fasilitas|
kunjungan tamu di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul.

- TAHAPAN PELAKSANAAN HEGIhT DAN F‘I TERKAIT

Januari 2024 - Melakukan | PPTK 4 orang

a/d makanan pembayaran | Bendahara
Desember dan b. Laporan pengeluaran
2024 minuman pertanggung | Staf

jamuan jewaban/SPJ

tamu

H. KELUARAN/OUTPUT
Keluaran dar Kegiatan administrasi umum perangkat deerah sub kegiatan
fasllitasi kunjungan tamu adalah sebagai berikut ;
a. Jumlah kunjungan temu terfasilitasi;
. Jumnlah makanan minuman tamu tersedia;



| PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan administras! umum perangkat daerah sub keglatan
fasilitasi kunjungan tamu adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sekretariat Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul,

J. SUMBER DANA (FEMBIAYAAN)

Pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkal daerah sub kegiatan
fasiltasi kunjungan tamu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp5.750.000,00 (Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kera inl sebagai gambaran umum dan peEnielasan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat informasi mengenal
latar belakang, dasar hukum, tujuan, wakty, |okasi tahapan, keluaran,
pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Wonosari, 2 _)avued 25

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

M

URY
NIF 18730317 199402 2 001

Mengetahui
Bpepdudukan dan Pencatatan Sipil
Rebupaten Gunungkidul
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KERANGEA ACUAN KERJA
KEGIATAN ADMINISTRAS] UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI
DAN KONSULTASI SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

A LATAR BELAKANG

Untuk mamperiancar pelaksanaan kegiatan sesual tugas pokok dan fungsi
diperiukan adanya penyediaan anggaran dalam melaksanakan rapat-rapat
koordinasl baik rapat koordinasi intemal Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gunungkidul maupun eksternal dengan perangkat daerah yang
lain di wilayah Kabupaten Gunungkidul maupun luar deerah Kabupaten
Gunungkidul,

Adapun konsultasl ke pusat/Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, rapat kerja nasional kependudukan dan pencatatan sipll serta
sharing pengalaman dan pamecahan permasalahan keluar daerah diperukan
untuk mencari solusi dan pengarahan atas permasalahan-permasalahan
kependudukan dan pencatatan sipil serta study tiru dalam pemecahan
parmasalahan sesusi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Momer 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850,

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomer 171 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Menter Dalam Megeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang FPedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Momor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nemer 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul,

5. Peraturan Dasrah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomer 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024,

7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sunungkidul Tahun
Anggaran 2024,

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pancatatan Sipil
Tahun Anggaran 2024 Nomor, DRAAAS 2.12.0.00.0.00.01.0000/ 001/2024,

C. TUJUAN
a Untuk mencarl solusi permasalahan dengan konsullas! pusat, rakernas serla
daerah lain agar tidak bertantangan dengan aturan yang berlaku;



b. Untuk menambah wewasan dan pengetahuan tentang penyelenggaraan
administrasi kependudukan.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang Lingkup Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan  konsultasi SKPD terdiri dari beberape
kegiatan yang meliputi:
8. Penyediaan makan minum rapat baik internal maupun eketarnal;

b. Penyediaan anggaran konsultasi ke pusat, rakemas serta sharing ke daerah
lain,

E. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan administrasi umum perangkal daerah sub keglatan Panyelenggaraan
rapat keordinasl dan kensultasi SKPD dilaksanakan pada Januari sampai dengan
Uktober 2024,

F. LOKASI PELAKSANAAN
Kegiatan administrasl umum parangkal daerah sub keglatan Penyelenggaraan
rapat koordinasi dan konsultagi SKPD dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, DIY dan Kementerian Dalam MNegeri RI,
lokasi Rakornas Dukcapil serta daerah di luar DIY.

. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Persiapan

Januan 2024

Rapat-rapat jadwal rencana | Bendahara
koordinasi rapat pengeluaran

koordinasi; Staf Subbag
Penyediaan |b. Menylapkan Umpag
perjalanan bahan-bahan | Lainya
dinas konsultasi,

sharing

(. Melaksanakan
perjalanan
dinas
d. Laporan
pertanggungja
waban/SPJ
Februari Persiapan | a. Menylapkan PPTK 82 orang
2024 Rapat-rapat | jadwal rencena | Bendahara

koordinas rapat I pengeluaran

koordinast; pagawal
Penyediaan |b. Melaksanakan |dinas
perjalanan perjalanan
dinas dinas




¢. Laporan
pertanggungja
waban/sPJ
3, Maret 2024 | Penyediaan |a. Melaksanakan | PPTK 5 orang
perialanan perjalanan Bendahara
dinas dinas pengeluaran
b. Laporan pegawai
pertanggungja | dinas
waban/SP.J
2,
4, Mei 2024 Rapat-rapat |a. Melaksanakan |PPTK 100 orang
koordinasi rapat koordinasi | Bendahara
b. Laporan pengeluaranp
pertanggungjs | egawai dinas
waban/sPJ
2, Jull 2024 Penyediaan |a. Melaksanakan | PPTK 22 grang
perjalanan perjalanan Bendahara
dinas dinas pengeluaran
Rapat-rapat |b. Melaksanakan | pegawai
kocrdinasi rapat koordinasi | dinas
¢. Laporan
pertanggungja
| waban/SPJ
6. |Oktober 2024 | Penyediaan | a. Melaksanakan | PPTK | 25 orang
perjalanan perjalanan Bendahara
dinas dinas pengeluaran
Rapat-rapat |b. Melaksanakan | pegawai
koordinasi rapat koordinasi | dinas
c. Laporan
pertanggungja
I waban/SPJ

H. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan administrasi umum perangkat dasrah sub kegiatan
Penyelenggaraan rapat keordinasi dan konsultasi SKPD yaitu .
a. Jumilah konsultas! dan koordinasi luar dasrah terfasilitasd
b. Jumlah snak dan minum rapat tersedia.

|. PELAKSAMA
Felaksana Kegiaian adminswasl umum perangkal daerah sub  keglatan
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan kensultasi SKPD adalah Kepala Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kependudukan dan

Pancatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.



. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Palaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat deerah sub kegiatan
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dasrah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024

sebesar Rp72.389.000,00 (Tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh Semkllan
ribu rupiah).

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Karja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan yang
akan dilaksanakan pada tabhun 2024, dan memuat informasi mengenai latar
balakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana
kegiatan serta pembiayaannya.

w.nnn.sanl 5 \j E-I-Iﬂ-'li.rr]- 'Eﬁﬂlll"l

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

LSIP
NIP 18730317 196402 2 001
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KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN ADMINISTRAS| UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK
TAHUN ANGGARAN 2024

A LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi dan informasi serta tuntutan masyarakat skan layanan
yang lebih balk menjadi salah satu tantangan yang dihadapi slah suatu perangkat
daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
sebagai unit penyelenggara layanan publik di bidang adminisirasi kependudukan
mempunyal tanggung jawab untuk memberikan layanan yang terbaik sesuai
dengan tugas dan fungsinya. Untuk memperancar pelaksanaan kegiatan sesual
tuges pokok dan fungsi diperiukan adanya penyediaan anggaran dalam
melaksanakan rapat-rapat koordingsi baik rapat koordinasi internal Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul maupun ekstemal
dengan perangkat daerah yang lain di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomeor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah lstimewa Yogyakarta jo Lingkungan
Dasrah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Momeor 32 Tahun 1850,

2 Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Momeor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Menteri Dalam Meger Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengeloiaan Keuangan Dasrah,

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomer 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

5. Peraturan Daersh Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangks Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor & Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasl, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipll;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomer 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

aran 2024; i

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun Anggaran 2024 Nomor. DPA/A 1/ 2.12.0.00.0.00.01.0000/ 001/2024.



. TUJUAN

a. Untuk mencari solusi parmasalahan layanan administrasi kependudukan agar
tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;

b. Untuk menambah wawasan dan pengeteshuan tentang penyelenggaraan
adminisirasi kependudukan.

. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan
pelaksanaan sistem pemerintahan barbasis elekironik pada SKPD berupa

a. Penyediaan makan minum rapst baik internal maupun eksternal.

. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan administrasi umum perangkat dasrah sub keglatan pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elekironik pada SKPD dilaksanakan pada bulan Mei tahun
2024,

. LOKAS] PELAKSAMNAAN

Kegiatan administrasi umum perangkat daesrah sub kegiatan pefaksanaan sisiem
pemerintahan berbasis elektronkk pada SKPD dilaksanakan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkicul

. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Mei2024 | Persiapan |a. Menyiapkan | PPTK 20 orang

Penyediaan jadwal Bendahara
rapat rencana rapat | pengeluaran
koordinas| koordinasi; Staf Subbag
"Go Digital” | b. Melaksanakan | Umpeg
rapat Lainya
koordinas! Pegawai
¢. Laporan diras/Luar
pertanggungja
waban/SPJ =

. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan
pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yaitu |

a Jumlah rapat koordinesi terfasilitasi;

b, Jumlah snak dan minum rapat lersedia.

PELAKSANA

Pelaksana Keglatan administrasli umum perangkal daerah sub kegiatan
pelaksanaan sistern pemerintahan berbasie elekironik pada SKPD adalah Kepaia

Sub Bagian Umum dan Kepegawalan Sekretariat Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.



J. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan keglatan sdministrasi umum perangkal daersh sub keglatan
pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elekironik pada SKPD bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupkah).

K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagal gambaran umum dan penjelasan yang
akan dilakeanakan pada tahun 2024, dan memuat Informas mengenai latar
belakang. dasar hukum, tuuan, waktu, lokasi tahapan, keluaran, pelaksana
kegiatan serta pembiayaannya.

Wonosar, < qal-w-n— LAY

3 Dings, Pelabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
AR FURBA AP MPA MLIRYANI S.1P
NIF 19760226 199412 1 001 NIP 18730317 100402 2 001

Mengetahui
ndudukan dan Pencatatan Sipil
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KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
CAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
TAHUN ANGGARAN 2024

A LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang memilikl bebsrapa program
kerja dan sasaran strategls. Dalam pencapaian target program ketja dan sasaran
sirategis dimaksud, instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana
perunjang yang dilaksanskan oleh sekretarist Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Salah satu program penunjang yang
dikelola cleh sekretariat adalah kegiatan penyediaan |asa penunjang urusan
pemerintahan daerah sub kegiatan penyedisan Jasa surat menyurat Dengan
terlaksananya kegiatan ini diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait
dengan urusan persuratan baik yvang dilaksanakan di bidang maupun sekretariat
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien baik dari aspek efektiftasnya dalam
pencapaian fujuan maupun aspek efisiennya dalam penggunaan anggaran yang
terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll  Kabupaten
Gunungkidul sehingga sasaran yang hendak dicapal tepat sasaran.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomeor 15 Tahun 1950 entang Pembentukan Daerah-dasrah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerzh Istimewa Yogyakarta jo Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950,

2. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nemor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kera;

3. Peraturan Menteri Dalam Meger Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknls Pengelolaan Keuangan Daerak;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Parubahan Kedua atas Peraturan Dasrah Kabupaten Gunungkidul Nomar 7
Tahun 2076 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gununghkidul;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026:

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nemor 5 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atss Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Momor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul:

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024:

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasl, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2024 Nomor. DPA/A.1/ 2, 12.0.00.0.00.01.0000/ 001/2024.

TUJUAN

a. Terjaminnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran  untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul:

b. Terpenuhinya jasa persuratan, pengiiman dokumen dan jasa tenaga
administrasi untuk memperiancar dalam pelayanan pada masyarakat;

- RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemarintahan
daerah sub kegiatan penyediaan Jasa surat manyurat meliputi -

a. Penyediaan Jasa surat menyurat;

b. Penyediaan Jasa tenaga administrasi:

¢. Penyediaan Jasa pengiriman dekumen;

. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sub kegiatan
penyediaan Jasa surat menyurat dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun dari
Januari 2024 sampai dengan Desember 2024,

- LOKASI PELAKSANAAN

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sub kegiatan
penyadiaan Jasa surat menyurat dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

_ TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Januar 2024

Eng

Penyadiaan | a. Melakukan
sampal Jasa pembayaran Bendahara
Desember Tenaga b. Laporan pengeiuaran
2024 Administrasi pertanggung THL
jaweban/SPJ
Februari 2024 | Penyediaan B. Melakukan PPTK 38
Eampai parjalanan perjalanan dinas | Bendahara orang
Oktober 2024 | dinas biasa b. Melakukan pengeluaran I
pembayaran Pegawai
c. Laporan dinas
partanggungjaw
aban/SPJ




- Melakukan PPTK
benda pos pembelian Bendahara | orang
benda pos pengaluaran
Malakukan Pegawai
| pembayaran dinas
. Laporan
pertanggungjaw
it aban/SPJ -
4. Februar - Penyediaan |a. Melakukan FPTK 3 orang
Oktober paket pengiriman Bendahara
2024 pengiriman surat/dokumen | pengeluaran
malalui jasa | Caraka
pengiriman Pengadminist
. Melakukan rasl umum
pembayaran
. Laporan
pertanggung
pl jawaban/SPJ |

H KELUARAN (QUTPUT)

Keluaran dari kegiatan penyediaan

sUb kegiatan penyediaan Jasa s
8. Jumiah surat yang terkirim:
b. Jumiah dokumen terkirim:

I PELAKSANA

4. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kagiatan pen

sub kegiatan

Pendapatan dan Bal
sebesar Rp35.177.500,00 (iga puluh

rupiah}.

jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
urat menyurat yaitu ;

jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sub
aan Jasa surat menyurat adalah Kepala Sub Baglan Umum dan
retariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

yediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
penyediaan Jasa surat i
anja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024

lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu




K. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan
akan dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat
belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi,
kegiatan serta pemblayaannya.

penjelasan yang
informasi mengenal |atar
tahapan, keluaran, pelaksana

Wonosari, = \enued 201y
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
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KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
TAHUN ANGGARAN 2024

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang memiliki beberapa program
kerja dan sasaran strategis. Ddalam pencapalan target program kerja dan sasaran
strategis dimaksud, instansi didukung dengan beberapa keglatan dan sarana
Penunjang yang dilaksanakan oleh sekrefariat Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul. Saiah satu program penunjang yang
dikelola oleh sekretariat adalah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan
pemerintahan daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Alr dan Listrik. Dengan ieriaksananya keglatan ini diharapkan saluruh kegistan
adminigtrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik vang dilaksanakan di
bidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secars efektif dan afisien baik dari
aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisisnnya dalam
penggunaan anggaran,

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-dacrah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakara jo Lingkungan
Caerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Namor 32 Tahun 1850

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telsh diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Karja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 77 Tahun 2020 tentang Padoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Momor 5 Tahun 2019 tertang
Perubahan Atss Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangket Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tshun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Noemer 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2034;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tabun
Anggaran 2024,

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2024 Nomor. DPA/A. 1/ 2.12.0.00.0.00.01.0000/ 001/2024,



C. TUJUAN
a. Tefaminnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran  untuk
menunjang kelanceran pelaksanaan tugas kedinasan di ingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
b. Terpenuhinya sarana penunjang perantoran untuk memperlancar dalam
pelayanan pada masyarakat:

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Rueng Lingkup kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerirtahan
daeran sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasl, Sumbar Daya Air dan Listrik
meliputi ;

a. Penyediaan Jasa Komunikasi;

B Fenyediaan Jasa Air:

¢ Penyediaan Jasa Sumber Daya Listrik:

d. Penyediaan Jasa Pakat data.

E. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sub kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dilaksanakan dalam
jangka waktu satu tahun dari Januari 2024 sampai dengan Desember 2024,

F. LOKAS! PELAKSANAAN
Keglatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sub keglatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dilaksanakan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

_ TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TJanuar 2024 a. Melakukan

| sampai jasa telapon pembayaran Bendahara
Desember Penyediaan | tagihan telepon | pengeluaran
2024 |asa air b. Malakukan staf
Penyediaan pembayaran
jasa listrik tagihan air
Penyediaan . Melakukan
|I jasa pembayaran
kawat/paket tagihan listrik
data d. Melakukan
pembayaran
paket data
. Laporan
partanggungja
waban/SP.J

H. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dar kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daeran
sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikas!, Sumber Daya Arr dan Listrik yaitu :



8. Jumiah |asa rekening telepon yang dibayar:
b. Jumiah jasa rekening air yang dibayar;

c. Jumiah jasa rekening listrik yang dibayar;
d. Jumiah jasa paket data yang dibayar.

PELAKSANA,
Pelakeana Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan dasrah sub
kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik adalah

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan Sekretanat Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Peiaksanaan Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunlkasi, Sumber Daya Alr dan Listrik
bersumber dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 sebasar Rp151.801.750,00 (seratus lima
puluh satu juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh riby rupiah).

. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagal gambaran umum dan penjelasan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat informasi mengenai latar
belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana
kegiatan sera pembiayaannya.

Wonosari, 2. Jawuen” Soy

Pejabat ?Iakﬂm Teknls Kegiatan,

MURYANI, S.1P
NIF 18730317 198402 2 001
Mengetahui
Kepala Dinas Kepehdudukan dan Pencatatan Sipil

=fi=in GUﬂLmHiduL
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KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2024

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
mempunyal tugas melaksanakan urusan pamerintahan dan tugas pembantuan di
bidang kependudukan dan pencatstan sipil, yang memiliki beberapa program
kerja dan sasaran strategis. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran
strategls dimaksud, instansi didukung dengan beberapa keglatan dan sarana
penunjang yang dilaksanakan oleh sekretarial Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Salah saty pregram penunjang yang
dikelola oleh sekretariat adalah penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintan
daerah sub kegiatan penyediaan Jasa pelayanan umum kanter. Dengan
teriaksananya keglatan inj diharapkan seluruh keglatan administrasi yang terkait
dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan di bidang maupun
sesrelariat dapat dilaksanakan secara efektlf dan efisien baik dari aspek
efektiftasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiennya dalam
Penggunaan anggaran

B. DASAR HUKLIM

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dasrah-dasrah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah |stimewa Yogyakarta jo Lingkungan
Daeran Istimewa Yogyakaria jo Peraturan Pemerintah Namar 32 Tahun 1850;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daeran
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kearja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerzh:

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomeor 7 Tahun
2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomer 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh Kabupaten Gununakidul Tahun
Anggaran 2024

6. Peraturan Bupatl Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kefja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil:

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Momor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanjs Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

8. Peraturan Bupali Gunungkidul Nomer 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;



c.

_ TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2024 Nomor. DPAA. 1/ 2.12,0.00.0.00.01.0000/ 001/2024.

TUJUAN

a. Terjaminnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran  untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

b. Terpenuhinya jasa kebersihan kantor untuk memperiancar dalam pelayanan
pada masyarakat

RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang Lingkup kegiatan penyediaan |asa penunjang urusan pemerintah daerah
suUb kegiatan penyediaan jass pelayanan umum kantor meliputi -
a. Penyediaan Jssa Kebersihan:
b. Penyediaan jasa retribusi sampah,

WAKTU PELAKSANAAN

Keglatan penyediaan jasa penunjang uruzan pemarntah daerah sub kegiatan
penyediaan jasa pelayanan umum kantor dilaksanakan dalam jangka waktu saty
tahun dar Januari 2024 sampai dengan Desember 2024,

LOKASI PELAKSANAAN

Keglatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sub kegiatan
penyadiaan jasa pelayanan umum kantor dilaksanakan di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

Januar 2024 . Menyiapkan | PPTK 2 orang

bahan dan | Pembanty
dokumen PPKPD
kontrak
b. Mengusulkan
- anggaran |
2. |Januari 2024 | Penyediaan |a. Melakukan PPTK 2 orang
sampai jasa retribusi pembayaran | Bendahara
Desember sampsh b. Laporan pengeluaran
2024 pertanggungj
awaban/SPJ |
3. Juli 2024 Penyediaan |a. Malakukan PPTK dorang |
lasa pembayaran | Bendahara
kepersihan | b. Laporan pengeluaran
pertanggung|
awaban/SPJ




Desember Penyediaan |a lakukan 4 orang
2024 jasa pembayaran | Bendahara
kebersinan |b. Laporan | pengeluaran
pertanggungj
awaban/SPJ

|

H. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Keglatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yaity :
8. Jumlah jasa kebersihan terbayar;
b. Jumlah jasa retribusi sampah terbayar.

. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daergh sub
kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor adalah Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepsgawaian Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll
Kabupaten Gunungkidul,

J. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sub
kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp71.987.600,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh
tifuh ribu enam ratus rupiah).

K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kera ini sebagai gambaran umum dan penjelasan
yang akan dilakeanakan pada tahun 2024, dan memuat informasi mengenal latar

belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana
kegiatan serta pembiayaannya.

Wenosari, 1 | vien ey
Pejabat Pglaksana Teknis Kegiatan

| E0228 100412 1 001 NIP 18730317 109402 2 D04

Epergudukan dan Pencatatan Sipil
HRten Gunungkidul
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KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN

FEMERINTAHAN DERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN,

A,

BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL ATAL LAPANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAHULUAN

Untuk memenuhl kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk
meningkatkan kinerja pegawai, maka kegiatan pemeliharaan barang milik dasrah
penunjang urusan pemerintahan derah  sub keglatan penvediaan jasa
pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas
operasional sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran,
sehingge pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1850 tantang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupalen dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakara jo
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1950

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sabagaimana telah diubah dengan Undang-undang Momor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Menteri Dalam MNegerl Nomer 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomer 5 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nemer 7 Tahun
2016 teniang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul:

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomer 10 Tahun 2023 tertang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil:

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024:

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2024 Nomor. DEAJA 1/ 2 12.0.00.0.00.04, 0000/ 00172024,



C. TUJUAN

Tujuan kegiatan pemeliharaan barang milik

daerah penuniang wurusan

pemerintahan derah sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya

pemelinaraan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional adalah

1. Terpeliharanya Aset Tetap bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi
naungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

2. Terlaksananya semua sub keglatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya
pemaliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintahan derah sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya
pemellharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional diantaranya :
&, Belan|a |asa tenaga supir;

b. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas:

¢. Belanja pajak kendaraan dinas.

WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemearintahan
derah sub kegiatan panyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak
dan perizinan kendaraan dinas dilaksanakan selama 1 {satu) tahun dar Januari
2024 sampai dengan Desember 2024,

LOKAS! PELAKSANAAN

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan
derah sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak
dan perizinan kendaraan dinas dilakzsanakan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PRTK
Pembantu
PPK PD

Janunri 2024 . Menyiapkan
bahan dan

dokumen

waban/SPJ

b. Mengusulkan
anggaran
2. Januari 2024 | Penyediaan . Melakukan PPTK 3 orang
sampai |asa tenaga pembayaran | Bendahara
Desember sopir . Laporan pengeluaran
2024 pertanggungja




Januan 2024

Penyediaan . Melakukan PPTK 5 orang
sampai Belanja pembayaran | Bendahara
Desember pemaliharaan |b. Laporan pengeluaran
2024 kendaraan pertanggungja | staf
roda 4 waban/SPJ
April, Juli, Penyediaan Melakukan PPTK 5 orang
Oktober 2024 | Balanja pembayaran | Bendahara
pemeliharaan Laporan pengeluaran
Kendaraan pertanggungja | ataf
roda 2 waban/SPJ

H. KELUARAN (OUTRUT)

Keluaran dari Keglatan pemeliharaan barang millk daerah penunjang unusan
pemerintahan derah sub kegiatan penyediaan jasa pemelinaraan, biaya
pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dings yaitu ;

a. Jumlah jasa sopir yang dibayarkan;

b, Jumlah pemeliharaan angkutan kendaraan roda 4 yang dibayarkan:

c. Jumiah pemelinaraan angkutan kendaraan roda 2 yang dibayarkan,

PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintahan derah sub kegiatan penyediasn jasa pemeliharaan, biaya
pemelinaraan, pajak dan perzinan kendaraan dinas adalah Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul,

SUMBER DANA (PEMBIAYAAN|
Pelaksanaan Kegiatan pemeliharaan barang milik daersh penunjang urusan
pemerintahan daerah sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya
pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Balanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024
sebesar Rp172.800.000,00 (Seratus tujuh pu:luh dua juta Sembilan ratus riby
rupish).



K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagal gambaran umum dan penjelasan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat informasi mengenai |atar
belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana
keglatan serta pemblayaannya.

Wonosari, + Jeauesd Leay

Pejabat Pgiaksana Teknis Kegiatan,

MURYANI
NIP 18730317 198402 2 001

Kepala Dinas dudukan dan Pencatatan Sipil

e
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KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN
MESIN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

A LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatstan Sipil Kabupaten Gunungkidul
mempunyal tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang kepandudukan dan pencatatan sipil, yang memiliki beberapa program
kerja dan sasaran strategis. Dalam pencapaian targel program Kerja dan sasaran
sirategis dimaksud, instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana
penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Salah satu program penunjang yang
dikelola oleh sekretariat adalah keglatan pemeliharaan barang millk dasrah
penunjang urusan pemerintah daerah sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan
mesin lainnya. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan selurub kegistan
administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan di
bidang maupun sekratariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien baik dari
aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiennya dalam
penggunaan anggaran.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarts jo Lingkungan
Daeran istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1550

£. Jndang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sabagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja:

4. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengeloiaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Momor 5 Tahun 2018 tentang
Parubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gununghkidul;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Angaaran 2024

6. Peraturan Bupati Gunungkidul Noemer 118 Tahun 2024 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daarah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;



8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2024 Nomor. DPA/A.1/ 2.12.0.00.0.00.01.0000/ 001/2024.

C. TUJUAN
a. Teraminnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan fugas kedinasan dl lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
b. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya untuk memperlancar dalam
pelayanan pada masyarakat:

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang Lingkup kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintah daerah sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
8. Penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin,

E. WAKTU PELAKSANAAN
kegiatan pemeliharaan barang miiik daerah penunjang urusan pemerintah dasrah
sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainmya dilaksanakan dalam
iangka wakiu satu tahun darl Januar 2024 sampai dengan Dasember 2024,

F. LOKASI PELAKSANAAN
Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemenntah daerah
sub keglatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dilaksanakan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN _

Januari 2024 i Menyiapkan FPTK

bahan dan | Pembantu
dokumen PPK PD
b, Mengusulkan
| anggaran
C
2, Apnl 2024 Penyediaan a. Melakukan PPTK 3 grang
pemealiharaan pambayaran | bendahara
peraiatan b. Laporan pangeluaran
komputer pertanggung | dan
jawaban/3PJ | penyimpan
barang
4, | Juli 2024 Penyedigan |a. Melakukan PFTK 3orang
pemeliharaan pembayaran bendahara
peralatan b. Laporan pengeluaran
komputer pertanggung | dan
jawaban/SPJ | penyimpan
| barang




a. Melakukan PPTK 3 orang
pemeliharaan pembayaran | bandahara

peralatan D. Laporan pengeluaran
komputer pertanggung | dan
Jawaban/SPJ | penyimpan
barang

- KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari kegiatan pemeliharaan barang milik dserah penunjang urusan
pemarintah daerah sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainmya -

8. Jumiah peralatan dan mesin vang dipelihara,

PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintah daerah sub keglatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
adaiah Kepala Sub Bagan Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas
Kependudukan dan Pencataten Sipil Kabupaten Gunungkidul.

. SUMBER DANA (FEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintah daerah sub kegiatan pemelharaan peralatan dan mesin lainnya
bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.300.000,00 (sambilan juta figa
ratus ribu rupiah),

. PENUTUP,

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan yang
akan dilaksanakan pada tshun 2024, dan memuat informasi mengenai latar
belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksans
kegiatan serta pembiayaannya.

Pejabat sana Teknis Kagiatan

50228 189412 1 D01

NI 19730317 196402 2 001

angetahul
Ipe dukan dan Pancatatan Sipil
Bpaten Gunungkidui
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KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN

A.

PEMERINTAHAN DERAH SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITAS!
GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAHULUAN

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk
meningkatkan kinerja pegawai, maka kegiatan pemeliharaan barang milik dasrah
pernunjang urusan pemerintahan derah sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi
gedung kantor dan bangunan lainnya sangat dibutuhkan di dalam keglatan

operasional perkantoran, sehingga pamenuhan kebutuhannya sangat menunjang
kelancaran kegiatan

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daersh Istmewa Yogyakarta jo Lingkungan
Daerah |stimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomar 32 Tahun 1850

Z. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nemeor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelniaan Keuangan Daerah:

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nemor 5 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomer 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

§. Peraturan Bupali Gunungkidul Nemer 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasl, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepandudukan
dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

B, Peraturan Bupati Gunungkidul Nemor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pancatatan Sipil
Tahun Anggaran 2024 Nomor. DPA/A 1/ 2.12.0.00.0.00.01 0000/ 001/2024.

TUJUAN

Tujuan kegiatan pemeliharasn barang milik daerah penunjang urusan
pemarintahan derah sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan
bangunan lainnya adalah :



D.

1. Terpﬂiharanga Aset Tetap bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi
naungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll  Kabupaten
Gunungkidul,

2. Terlaksanarnya semua sub pemeliharaanirehabilitasi gedung kanter dan
bangunan lainnya Dinas Kependudukan dan Pencatstan Sipll Kabupaten
Gunungkidul,

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemearintahan derah sub kegiatan pemeliharaan/reRabilitasi gedung kantor dan
bangunan lainnya diantaranya adalah -

a. Belanja Jasa tenaga penjaga malam

b. Belanja pemeliharaan gedung kantor

WAKTU PELAKSANAAN

Lingkup kegiatan pemeliharaan berang mililk daerah penunjang urusan
pemerintahan derah sub kegiatan pemeliharaanirehabilitas| gedunyg kantor dan
bangunan lainnya dilaksanakan salama 1 (satu) tahun dari Januari 2024 sampai
dengan Desember 2024,

LOKAS] PELAKSANAAN

Kegiatan pemelinaraan barang millk daerah penunjang urusan pemarintahan

derah sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan

I{ginn'_m dﬂﬁﬁsnnakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten
unungkidul.

._TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN _

2 orang

Januari 2024

. Menyiapkan
bahan dan | Pembantu
dokumen FFK PD
b. Mengusulkan
anggaran
Januari 2024 | Penyediaan |2, Melakukan PPTK 4 orang
sampai jasa tenaga pembayaran | Bendahara
Desembar kKeamanan b. n pengeluaran
2024 pertanggungja
___waban/SPJ
Apri 2024 | Penyediaan |a. Melakukan PPTK 2 orang
pemeliharaan pembayaran | Bendahara
bangunan b. Laporan pengeluaran
gedung pertanggungja
kantor waban/SPJ




a. Melakukan

pembayaran
b. Laporan

pertanggungja
waban/SPJ

L

KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran darl kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemarintahan derah sub kegiatan pemeliharaan/renabilitasi gedung kantor dan
bangunan lainnya yaitu :

a. Jumilah jasa tenaga keamanan yang dibayarkan ;

b. Jumilah gedung yang dipelihara,

FELAKSANA

SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemernntahan derah sub keglatan pemelinaraanirehabilitas| gedung kantor dan
bangunan lalnnya bersumber darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp&7.048,.260,00
(enam puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan
rupiah),



K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Keria ini sebagai gambaran umum dan penjelasan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat informasl mengenal fatar
belakang, dasar hukum, tujuan, wakty lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana
keglatan serta pembiayaannya,

Wonesari, 2 | %weni teug

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
i
- -\--\-\-\--\-\-\--.‘_\_

MURYANI 5.1P
NIF 18730317 189402 2 001

arigetani
Hdudiikan dan Pencatatan Sipil
Gunungkid
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KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DERAH SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI

SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU
BANGUNAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2024

A. PENDAHULUAN

Untuk memanuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur sera untuk

maningkatkan kinerja pagawai, maka kegiatan pameliharaan barang milik daerah
Pe&nLInjang urusan pemerintahan derah sub kegiatan pemeliharaanirehabilitasi
sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya sangat
dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkanioran, sehingga pemenuhan
kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan,

B. DASAR HUKUM

1.

Undang-undang Nomer 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dasrat-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah |stmews Yogyakarta jo Lingkungan
Daerah Istimews Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tahun 1950;

- Undang-Undang Nemoer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nemor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemaor 77 Tahun 2020 tertang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5§ Tahun 2019 tentang
Perubanan Atas Peraturan Daersh Kabupaten Gunungkidul Nemer 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

- Peraturan Daerah Kabupaten Gunurgkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupeten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasl, Tugas, Fungs dan Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidu Momer 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidu! Tahun
Anggaran 2024;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2024 Nomer. DPA/A 1/ 2.12.0.00.0.00.01.0000/ 001/2024.



c.

D.

Tujuan

Tujuan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah

pemerintahan derah sub kegiatan pemeliharaanirehabiltasi =arana dan

prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya adalah

1. Terpellharanya aset fidak bergerak yang menjad| naungan Dinas
Hapaﬁuﬁan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

2. Tera

anya semua sub keg

prasarana pendukung gedun
Kependudukan dan Pencatatan

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan bara
pemearintahan derah sub k
prasarana pendukung gedung

8. Belanja pemeliharaan AC,
WAKTU PELAKSANAAN

Keglatan pemeliharaan barang millk dae

iatan pemeliharaan/rehabilitas| sarana dan
g kantor atsu ba

ngunan lainnya Dinas

Sipil Kebupaten Gunungkidul,

ng milik daerah penunjang urusan
egiatan pemeliharaan / rehabllitasi sarana dan
kantor atau bangunan lainnya adalah

rah penunjang urusan pemerintahan

gerah sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung

gedung kantor atau bangunan lainnya dilaksanakan

Jenuar 2024 sampai dengan Desember 2024

LOKASI PELAKSANAAN
Kegiatan pemeliharaan bara

derah sub keglatan pemeii
gedung kantor atau bangunan lainnya dilaksana

Fencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

saelama 1 (satu) tahun dari

ng millk deerah penunjang urusan pemerintahan
haraan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung

kan di Dinas Kependudukan dan

. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Januari 2024 a. Menylapkan 2 orang
bahan  dan | staf
dokumen
- Mengusulkan
anggaran
April 2024 Penyediaan |a. Melakukan PPTK 2 orang
pemeliharaan pembayaran | Bendahara
alat . Laporan pengeluaran
pendingin pertanggungja
waban/SPJ
I




. Melakukan PPTK 2 orang
pemediharaan pembayaran | Bendahara
alat b. Laporan pengeluaran
pendingin pertanggungja
waban/SPJ
4. | Oktober 2024 [ Penyediaan |a, Melakukan PPTK 2 arang
pemeliharaan pembayaran Bendehara
alat &. Laporan pengeluaran
pendingin pertanggungla |
waban/SPJ |

H. KELUARAN (QUTPUT)

Keluaran dari kegiatan pemeliharaan
pemefintahan derah sub kegiatan
prasarana pandukung gedung k

d. Jumlah AC yang dipelihara

PELAKSANA,

Pelaksana Kegiatan pemeliharazan

pemerintahen derah sub keglatan
prasarana pendukung gedung kantor
Bagian Umum dan Kepegawaian Sekre

atau ban

barang milk daerah penunjang urusan
pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan

antor atau bangunan lalnnya yaitu °

barang milik daerah penunjang urusan

pemediharaan/rehabilitasi sarang dan

Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul.
SUMBER DANA ( PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan pemesliharaan be
pemerintahan derah sub kegiatan
prasarana pandukun
Anggaran Penda

gunan lainnya adalah Kepala Sub
tariat Dinas Kependudukan dan

rang milik dasrah pPenunjang urusan

pemelharaan/rehabilitasi sarana dan

g gedung kantor atau bangunan lainnya bersumber dari
patan dan Belanja Daerah Kab
Anggaran 2024 sebesar RpS,.000.000.00 (enam j

upatzn Gunungkidul Tahun
uta rupiah).



K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kera Ini sebagal gambaran umum dan penjelasan
yang akan dilsksanakan pada tahun 2024, dan memuat informas| mangenai latar
belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keliaran, pelaksana
kegiatan serta pembiayaannya.

Wonosari, 2 Jawu- towy

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MURYAN|. S|P
NIF 18730317 198402 2 001

Mengetahui
Kepala-Dinas Kegendudukan dan Pencatatan Sipil
Rab@paten Gunungkidul
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KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN
DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah divbah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gunungkidul berkewajiban membarikan pelayanan pendaftaran
penduduk dengan melaksanakan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen atas Pendaftaran Penduduk.

Dokumen Pendaftaran Penduduk yang dimaksud adalah Kartu Tanda
Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Kariu dentitas Anak (KIA).

Pelaksanaan kegiatan inl melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dan Petugas Registrasi Desa serta masyarakat pengguna layanan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 158 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupatan dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administras|
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 24 Tahun 2013;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-undang Tahun 1850 Nomor 12, 13. 14, dan 15 dari ha!
Pembentukan Daerah-dserah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawsa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta:

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan
Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

7. Persturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

B. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 109 Tahun 2020 tentang Formulir
dan Buku vang Digunakan Dalam Pendaftaran  Administrasi
Kependudukan.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor & Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan:

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gurnunglkidul NMomor & Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomer 11 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nemer 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024,

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2016 tantang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul;

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Momor 32Tahun 2023 tentang Panjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Tahun Anggaran 2024 Nomor,
DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/00 112024

C. TUJUAN

Tujuan Kegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas

pandaftaran penduduk sdalah:

1. Melaksanakan Pencatatan. Penatausahaan dan Penerbitan penerbitan Kartu
Tanda Panduduk Elektronik:

2. Melaksanakan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Kartu Keluarga:

3, ‘r;ﬂ':amnahan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Kartu Identitas

k;

4. Memfasilitas| dan mengkoordinasikan pelayanan Pencatatan, Penatausahaan
dan Penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk sampal tingkat desa
medalul petugas register desa; dan

5. Memecahkan permasalahan terkait dengan pelayanan pendaftaran dan
penerbitan ldentitas Penduduk.

D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Pelayanan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas
pendaftaran Penduduk dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januan 2024 sfd
Desember 2024).

E. LOKAS|I PELAKSANAAN

Lokasi Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas
pendaftaran Penduduk adalah di Kabupaten Gunungkidul,

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

Triwulan| | 1. Rapat Koordinasi

Mengkoordinasikan
Operator SIAK Rapat | BIAK pelayanan
Koordinasi | Pandafiaran
b = = Dparator SIAK | Panduduk
2. Rapat Persiapan | - Melaksanakan | Sub Mangkoordinasikan
Penerbitan K14 Rapat | Koordinator | pelayanan
Koordinas| Identitas | Penerbitan KIA
Panarbitan KiA | Fenduduk




3. Melaksanakan 8, Rekam KTP-2l | Sub Menerbitkan KTP-gl
Pelayanan b, Cetak KTP-2 | Knordinator
penerbitan KTP-al | ¢, Distribusi (dentites
il Penduduk
4 Melakzanakan 8. Entri KIA Sub Manarhitkan KA
Pelayanan b Celak KIA Koordinator
Penerbitan Kartu |c. Distribusi KIA | jsentitas |
NG Ak Penduduk
(K14} One Day |
Service 1 |
5. Melaksanakan 8. Entri KK Sub Manerbitian KK f
Pelayanan b. Celak KK Koordinator
Penerbitan Kartu |c. Distribusi KK | Identitas
Keluarga (KK) Panduduk
Triwulan Il 1.Rapal Koordinasi | Melaksanakan Petugas Koardinasi
Petuges Register | Rapat Koordinasi | register Pelayanan
Dasa Petugas Register | desa Penerbitan |dentitas |
Desa dan Penduduk Tingkat
Pembayaran Dass dan
Honor Petugas terbayarnya Honor
Register Desa periugas ragistar
dega Termin |
2. Rapat Koordinaal | Melaksanakan Operator Mengkoordinasikan
Operalor SIAK Rapat Koordinasi | SIAK pelayanan
Oparator SIAK Pendaftaran
penduduk peds
trivilan |1
3. Melaksanakan a2 Rekam KTP- | Sub Menerbitkan KTP-al
Pelayanan el Koordinator
penerbitan KTP-el | b. Cetak KTP-el | |4antitas
. Distribus| Panduduk
KTP-al
4, Melaksanakan B Eniri KIA Sub Menearbitkan KA
Palayanan b, Cetak KIA Koordinator
Penerbitan Kartu | c. Distribusi KIA | |dentitas
|dentitas Anak
(KIA) Penduduic
5. Melaksanakan a  Entri KK Sub Manarbitkan KK
Pelayanan b, Cetak KK Koordinator
Penerbitan Kartu | Distribusi KK | jqentitas
Hoalimege (K<) Penduduk
5. Melaksanakan 8. Melaksanakan | Sub Fengadan ATK KTFP
pengadan ATK Rapat Koordinator | El (Ribbon, Film dan |
KTF el Koordinasl | |gentitas | cleaming kit )
b. Pelaksanaan Penduduk

pangadaan




Triwuian 1 . Rapat Koordinasi | Metaksanakan Patugas Koordinasi
Petugas Register | Rapat Koordinasl | register Pelayanan
Cesa Patugas Register | desa Penerbitan |dentitas
Desa dan Panduduk Tingkat
Pembayaran Petugas Desa dan
Honor Petugas Register terbayarnya Homor
Register Desa Desa pertugas regisier
desa Termin Il
. Rapat Koordinasl | Melaksanakan Operator | Mengkoordinasikan
Operator SIAK Rapat Koordinasl | SIAK pelayanan penerbitan
Operator SIAK |dentitas panduduk
pada triwilan 11
. Meiaksanakan a. Rekam KTP- | Sub Menerbitkan KTP-al
Pelayanan (=] Koordinator
penerbitan KTP- | b, Cetak KTP-al Identitaz
el c. Distribusi Paridisdilé
KTP-gl
. Melaksanakan a. Entrl KIA =ub Menerbitkan K&
Pelayanan b, Cetak KIA | Koordinator
Penerbitan Kartu | c. Distribusl KIA | 14antitas
identitas Anak Panduduk
(RlA
. Melaksanakan a. Entri KK Sub Menerbitkan KK
Pelayanan b. Celak KK Koordinetor
Penerbitan Kartu | o, Distribusi Idantitas
Kakmrpa (Kh) KR Penduduk
Triwulan [V [1. Melzksanakan | a, Rekam KTP- | Sub Menerbitkan KTP-al
rh‘t;: KTP. b E‘.latak KTP-al o
pané - % A ldentitas
ol i Penduduk
KTP-el
. Melaksanakan a. Entri KiA Sub Menerbitkan KIA |
Pelayanan b. Cetak KiA Koordinator
Penerbitan Karlu | c. Distribusl KIA | jentitas
Identitas Anak
(K1) Penduduk
. Melaksanakan | a. Entn KK Sub Menerbitkan KK
Palzyanan b. Cetak KK Keoordinator
Panerbiten Karu | ¢. Distribusi KK | jgantitas
g 1K) Penduduk




G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari Kegiatan Pelayanan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
dokumen atas pendaftaran Penduduk adalah sebagal berikut:
1. Triwulan | tahun 2024

- Tersslenggaranya keglatan Rapat Koordinasi Operator SLAK

- Terlaksananya Layanan Ona Day Service KIA

- Tercapainya pelayanan penerbitan KTP elektronik

- Tercapainya pelayanan penerbitan KIA

-  Tercapainya pelayanan penerbitan KK

2. Triwulan |l tahun 2024

—  Terselenggaranya kegiatan Rapat Koordinas| Operator SIAK

— Tersslenggaranya Keglatan Rapat Koordinasi dengan Petugas
Registrasi Desa

-  Terbayamya Honor Petugas Registrasi Desa Termin |

- Tercapainya pelayanan penerbitan KTP elektronik

-  Tercapainya pelayanan penerbitan KIA

-  Tercapainya pelayanan penerbitan KK

- Terlaksanaan pengadaan ATK KTF el,

3. Triwulan 11l tahun 2024
—  Tersslenggaranya kegiatan Rapat Koordinas! Operator SIAK
- Terselenggaranya Kegiatan Rapat Koordinasi dengen Pefugas
Registrasi Desa
—  Terbayamnya Honor Petugas Registrasi Desa Termin II
—  Tercapainya pelayanan penerbitan KTP elektronik
- Tercapainya pelayanan penerbitan KIA
- Tercapainya pelayanan panerbitan KK

4. Triwulan IV tahun 2024
-  Tercapainya pelayanan penerbitan KTP elektronik
—  Tercapainya pelayanan penerbitan KIA
- Tercapainya pelayanan penerbitan KK

H. PELAKSANA

Palak=ana Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan Pelayanan
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran
Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
adalah Sub Koordinator |dentitas Penduduk, Tim Pengelola SIAK, Petugas
Ragistrasi Desa serta Pejabat Pengadaan.

SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan
Peiayanan FPencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas
Pendaftaran Penduduk bersumber dar Anggeran Pendapatan dan Belanja
Dasrah  Kabupaten Gunungkidul Tabun Anggaran 2024 sebesar
Rp1.043.720.000,00 (Satu milyar empat puluh figa juta tujuh ratus dua puluh rbu
rupiah) yang akan digunakan untulc



Rapat-Rapat koordinasi;

Hoenor Petugas Registrasi Desa;

Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga;

Pelayanan penerbitan Karfu Tanda Penduduk; dan
Pelayanan Penerbitan Kartu |dentitas Anak;
Pengadaan ATK KTP &l

J. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini ssbagai gambaran umum dan penjelasan mengenal
Kegiatan Kegiatan Pelayanan Pelayanan Pendaflaran Penduduk Sub Kegiatan -
Pelayanan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan dokumen a
pendaftaran Penduduk yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dan t
informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lckasi, ta?!pan.
keluaran, pelaksanan kegiatan serta pambiayaannya,

Wonosar « Januar 2024

ol Rk

Teknis Kagiatan,

Y, TRLEN| ASTUTL S.IP. MM
NIP. 18681007 198903 2 006
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BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
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KERANGKA ACUAN KERJA



KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN
ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008
tentang Administresi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipll  Kabupaten Gunungkidul berkewajiban melaksanakan pelayanan
Administrasi Kependudukan kepada seluruh Penduduk Kabupaten Gunungkidul
meialui GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)

Pelaksanaan pelayanan Adminisirasl dalam Bidang Kependudukan
berupa Pendaftaran Penduduk guna meningkatkan cakupan perekaman
Biometrik KTP Elekironik Penduduk Kabupaten Gunungkidul kegiatan
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dekumen atas Pelaporan Peristiwa
Kependudukan difokuskan peds pelayanan reguler Pindah Datang Penduduk
pada layanan dl Dinas serta perekaman Biometrik KTP Elektronik Penduduk
Pemula, Jompo dan Disabilitas. Keaiatan tahun 2023 yang dilanjutkan tahun
2024, Pelaksanaan kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
Diokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan ini dilaksanakan oleh Dinas
FRependudukan dan Pencatatan Sipil seria melibatkan Perangkat Daerah lain
yang terkalt antara lain Pamerintah Kapanewon, Dinas Pendidikan dalam hal ini
sekolah-sskolah serta Kalurahan

B. DASAR HUKUM

1. Undang — Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -
Dasrah Kabupaten dalam Lingkungan Deerah Istimews Yogyakarla Jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Naszional:

3.  Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cilpta Kerja;

4.  Peraturan Pemerintah Momor 40 Tabhun 2019 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 8
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23
Tahun 2014 tantang Pemerintah Daerah;

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah:



10.

11.

12.

13.

14,

18,

16.

17.

Peraturan Presiden Nomer 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2023;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B8 Tahun 2017 tentang Tata Cara,
Perencanaan, Pengendalisn dan Evaluzel Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah.
serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daersh, Rencana
Pambangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 90 Tahun 2018 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenkiatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah

Peraturan Dasrah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025;

Peraturan Dasrah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor & Tahun 2018 tentang
Urusan Pemerintahan Daarah;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kepandudukan;

Pergturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gurnungkidul Tabun
Anggaran 2024;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2016 fentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi den Taia Kerja Dinas Kependudukan can
Pencatatan Sipil Kabupalen Gunungkidul;

Peraturan Bupati Gunungkidul Momear 32Tehun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanjs Daersh Kabupaten Gunungkidul Tahin
Anggaran 2024;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dines Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2024 Nomor. DFAM. 1/2.12.0.00.0.00.01.0000/D01/2024.

. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas
Pelaporan Peristiwa Kependudukan adalah:

:
2.
3.

4,

Menciptakan dan meningkatkan tertlb Administrasi kependudukan;
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di bidang Kependudukan:
Meningkatkan cakupan perekaman KTF Elektronlk Penduduk Kabupatsn
Gununghkidul;

Meningkatkan pemahaman dan pengetabuan Penduduk tentang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil:



5. Memecahkan permasalahan tarkait dengan Pelayanan Pindah Datang dan
Pendataan Penduduk,

D. WAKTU PELAKSANAAN

Kagia!an Pancatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan
Peristiwa Kependudukan dilaksanakan dalam waktu 1 Tahun (Januar 2024 s.d.

Desember 2024).

E. LOKAS|I PELAKSANAAN
Lokasl Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas
Pelaporan Peristiwa Kependudukan adalah di wilayah Kabupaten Cunungkidul,

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT TAHAPAN

Triwulan |

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

Penduduk

a, Persiapan
Persiapan rapat SIAK perekaman
Perekaman KTP | b. Pelaksanaan KTP al
&l Pemula rapat
¢. Pelaporan hasll
rapat
» Rapat a. Persiapan Operator Perslapan
Parsiapan rapat SIAK parekaman
Perekaman KTP | b. Pelaksanaan KTP &l
el penduduk rapat
jompo dan ¢. Peiaporan hasil
disabilitas rapat
« Pelayanan . Entr penduduk | Operator Menerbitkan

Pindah Datang datang SIAK SKPYWNI,
Panduduk b. Cetak KK, KTP dan

SKPWHNI, kLA,

KK, KTP dan

KlA

|
'« Perakaman a. Rekam KTP-gl | Sub Menerbitkan

biometrik KTP &l | b. Cetak KTP-el | Koordinator | KTP
Pemula &. Distribusi KTP- | Pindah

el Datang dan

Pandataan




. Rekam KTP-el

blometrik KTP el | b. Cetak KTP-el | Koordinator | KTP
Jompo dan ¢. Disfribusi KTP- | Pindah
Digabilitas | o Datang dan

Pendataan

Penduduk

Triwulan 1 * Rapat a. Persiapan Oparator Fersiapan
Persiapan rapat SIAK perekaman
Peraskaman KTP | b. Pelaksanaan KTP al
&l Pemula rapat
¢. Pelaporan hasil
rapat _

+ Pelayanan a. Entri panduduk | Operator Menerbitka
Pindah Datang datang SIAK n SKPWNI,
Penduduk b. Cetak KK, KTP

SKPWHNI, KK, dan KA
__KTP dan KIA

* Perakaman a. Rekam KTP-el | Sub Menerbitkan
biometrik KTP el | b. Cetak KTP-al Koordinator | KTP
Pemula ¢. Distribusi KTP- | Pindah di 2 lokasi

el Cratang dan
Pendataan
Penduduk

» Perskaman 2. Rekam KTP-al | Sub Menerbitkan
biometrik KTP el | b. Cetak KTP-el | Koordinator | KTP
Jompa dan ¢. Distribusl KTP- | Pindah
Disabilitas el Datang dan

Pendataan
- Penduduk
Triwulan Il |« Pelayanan a. Entri penduduk | Operator Menerbitka
Findah Datang datang SlAK n SKPWHNI,
Penduduk b. Ceatak SKPWNI KK, KTP
KK, KTP dan dan KA
KA

« Perakaman | A Rekam KTP-el | Sub Menerbitkan
biometrik KTP el | b. Cetak KTP-gl Koordinator | KTFP
Pamula | ¢, Distribusi KTP- PFindah

o Datang dan
Pendataan

Penduduk




Menerbitkan

a8, Rekas TP-el | Sub
biometrik KTP &l | b. Cetak KTP-s| Koordinator | KTP
Jompo dan ¢. Distrbusi KTP- Pindah
Dizabilitas &l
Datang dan
Pendataan
Penduduk
4 [TrwulanTV |« Pelayanan a. Eniri penduduk | Operater Menarbitka
Pindah Datang datang S1AK n SKPYWHI,
Penduduk b, Cetak SEPWHMI KK, KTP
KK, KTP dan dan KL
L S
« Perekaman a. Rekam KTP-e| | Sub Menerbitkan
biometnk KTP el | b, Cetak KTP-2l Koordinator | KTP
Pemula ¢. Distribusi KTP- Pindah
- Datang dan
' Pendataan
' Penduduk
+ Parekaran a. Rekam KTP=l | Sub Menerbitkan
biometrik KTP & | b. Cetak KTP-al | koordinater | KTP
Jﬂmpﬂ' dan ¢. Distibusi KTP- Pindah
Disabilitas el Datang dan
Fendataan
Penduduk

G. KELUARAN (QUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen
Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan adalah sebagai berikut
1. KTP Elektronik Pemula, Jompo, Disabilitas;
2. Surat Keterangan Datang dan Pindah Warga Negara Indoneasia.

H. PELAKSANA

Pelaksana Keglatan Pencatatan, Penatausahaan dan

Dokumen Alas Pelaporan Perstiwa Kependudukan Bidang
Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipill Kabupaten

Gunungkidul,
Dings

Panerbitan

nan

Kependudukan dan Pencatatan Sipll dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nemor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan
mempunyai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerda
berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2018,




Struktur Bidang Pelayanan Pendafiaran Kependudukan terdiri darl dua
Seksl yaitu Seksi |denfitas Kependudukan dan Seksi Pindah Datang dan
Pendataan Penduduk.

Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk,

I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelakzanaan Kegiatan Pencatatsn, Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatan Gunungkidul Tahun Anggaran 2024
sebesar Rp34.007.500,00 (tiga puluh empat juta tujuh ribu lima ratus Rupiah)
yang akan digunakan untulk;

1. Pelayanen Pindah Datang penduduk;

2. Perekaman Biometrik KTP Elekironik Penduduk Jompo dan Disabilitas:

3. Perekaman Blometrik KTP Elektronik Penduduk Pemula ke Sekolah-
Sekolah.

J. PENUTUP
Kerangka Acuan Kera ini sebagai gambaran umum dan penjelasan
mengenai Kegiatan Kegiatan Pencataten, Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan yang akan dilaksanakan
pada Tahun 2024, dan memuat informasi mengenal latar belakang, dasar
hukum, fujuan, wakiu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta
pemblayaannya.

Wonosari, L Januar 2024

Pajabat Pslaksana Teknis Kegiatan,

| AST
NIF. 19681007 198303 2 006
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KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL SUB KEGIATAN PENCATATAN,
PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN
PERISTIWA PENTING

A LATAR BELAKANG

Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap
penstiwa penting yang dialami sesecrang dalam hidupnya, MNegara
gdmiillmwadiban untuk mencatat peristiwa tersebut dalam Akta—Akta Pencatatan

p

Undang-Undang Nomor 23 Tghun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 mengamanatkan kepada Megara untuk memberkan pelayanan
yang memadal kepada masyarakat Melalul Gerakan Indonesia Sadar
Adminduk (GISA), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipl Kabupaten
Gunungkidul memberikan layanan Akta-Akta Pencatatan Sipil kepada
masyarakal menuju Tertib Administrasi Kependudukan berupa Layanan
Pencatatan Kelahiran dan Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil maupun Pelayanan akia pencatatan sipil melalui Jemput Bola
afau palayanan keliling di kalurahan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Momor 15 Tahun 1850 tertang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakara jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 200€ tentang Administras! Kependudukan:

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja ;

4. Peraturan Pemeraintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2006 tentang Administresi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administras| Kependudukan;

8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

7. Peraturan Daersh Kabupaten Gunungkidul Nomer 11 Tahun 2020 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;,

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Momor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

8. Peraturan Bupall Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasl, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;



10. Peraturan Bupatl Gunungkidul Momor 32Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

11.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipll Tahun Anggaran 2024 MNomor, DPAJA1/ 212.0.00.0.00.01.0000/
00172024,

. TUJUAN

1. Mewujudkan dan meningkatkan Tertlh Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

2 Meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian
penduduk Kabupaten Gunungkidul.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bidang Pencatatan Sipil,

4 Meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran penduduk
tertang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipll.

5. Memberikan solusi dan kemudahan bagl masyasrakat terkait dengan
pangurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian.

. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan pelayanan dl kantor dilaksanakan pada sefiap har kara
selama 1(satu) tahun dari bulan Januari 2024 sampal dengan Desember 2024,
dan pelayanan Jemput Bola Akta Pencatatan Sipil wakiu pelaksanaannya di
sesuaikan dengan kesepakatan dengan pihak-pihak terkait

. LOKAS| PELAKSANAAN

Lokasl keglatan pelayanan Akla Kelahiran dan Akta Kematian di kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan
Kapanewon d seluruh Kabupaten Gunungkidul. Untuk lokasi pelaksanaan
kagiatan pelayanan Jemput Beola ke Kalurahan disesuaikan dengan
parmohonan darl masyarakat yang mengajukan dan atau skala prioritas

program,

. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK-PIHAK TERKAIT

Januan 2024 __
Bida Staf
Pencatatan Sipil

® Polgyanan  |Pehiges  |domng |
reguler Akta pelayanan
Kelahiran dan
Akta kamatian
m o Hororarum  |THL |1 orang

THL




Sipil

Februari 2024 | ® Pelayanan Petugas 4 grang Sasaran
reguler Akta pelayanan pelayanan
kelahiran dan akta-akta
akta kematian catatar

sipil 2
LIS | lokasl

® Pelayanan Petugas bidang | B orang

jemput Bola capil

Akta-akta

catatan sipi
® Honorarium THL 1 erang

THL
® Perjalanan Petugas bidang | B orang

dinas capll

pelayanan akia

Jemput Bola

Maret 2024 ® Pelayanan Petugas 4 grang
reguler Akia pelayanan
kedahiran dan
akta kamatian

® Honorarium THL 1 orang
THL
& Perjalanan Petugas bidang | 5 orang i
dinas capll
pelayanan akia
JemputBola | =
April 2024 ® Honorarium THL 1 orang
dan THR THL
® Pelayanan Petugas 4 orang
reguler Akta Pelayanan
kelahiran dan
akta kematian
® Peralanan petugas bidang | 5orang
dinas capil
Monitoring\eri
fikasi Akta
Pencatatan




Mel 2024 ® Honorarium THL 1 ora
THL i
® Pelayanan Pelugas 4 oran
reguler Akta Pelayanan ‘
kelahiran dan
akita kematian
- ® Perjalanan petugas bidang | 5 orang
dinas capil
Menitaring/Verl
fikasi Akta
3. | Juni 2024 ® Honorarium THL 1 orang
THL
® Pelayanan Petugas 4 grang
reguler Akia Felayanan
kelahiran dan
akta kematian
" ‘| ® Perjalanan petugas bidang | 5 orang
dinas capll
MonitoringVeri
fikasi Akta
6 | Juli 2024 ® Honorarium THL 1 orang
THL
] @ Pelayanan | Pelugas 4 prang
reguler Akia Pelayanan
kelahiran dan
akta kamatian
L ‘® Perjalanan petugas bidang | 5 crang
dinas capil
Monitoring/\Veri
fikasi Akta
5. Agustus 2024 | ® Honorarium THL 1 orang
THL




Pelayanan Petugas 4 grang
reguler Akta Pelayanan
kelghiran dan
akta kematian
Perjalanan petugas bidang |Sorang | |
dinas capil
Maonitoring/Veri
fikasi Akta
5. | September Henorarium THL 1 orang
2024 THL
Pelayanan Petugas 4 orang ==
reguler Akta Pelayanan
kelahiran dan
akta kematian
TUC AT Perjalanan pelugas bidang | 5 orang
dinas capll
MonlteringVeri
fikasi Akta
5. | Oktober 2024 Honorarium THL 1 orang
THL
Pelayanan | Petugas 4 prang R
reguler Akta Pelayanan
kelshiran dan
akta kamafian
) Perjalanan petugas bidang | 5 orang |
dinas capil
Monitori
filasi Akta
0. November Honorarium THL 1 orang
2024 THL
Palayanan Pelugas 4 orang
reguler Akta Pelayanan
kelahiran dan
akta kematian




® Perjalanan petugas bidang | 5 orang
dinas

capil
Monitoring Veri
fikesi Akta
5. | Desember ® Honorarium THL 1 orang =
2024 THL

® Pelayanan Petugas 4 orang
reguler Akla Peiayanan
kelahiran dan
akta kematian

@ Peralanan palugas Efﬁang 5 orang
dinas capil
Monitoring/ver
fikasi Akta

G. KELUARAN (OUT PUT)
Pelayanan pencatatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian menghasilkan
produlkioutput barupa -
1. Kutipan Akta Kelahiran
2. Kutipan Akta Kematian
3. Penerbitan Kembali Akta Kelahiran:
4. Penerbitan Kembak Akta Kematian:
9. Sural Keterangan Pelaporan Kelahiran di luar wilayah NKRI
8. Surat Keterangan Pelaporan Kematian di luar wilayah NKRI
7. Surat Keterangan Keabsahan Akta
8. Catatan Pinggir perubahan Akta Kelahiran
8. Catatan Pinggir Perubahan Akta Kematian
10. Legilisasi Akta Kelahiran dan Akta Kematian

H. PELAKSAMNA
Pelaksana kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil sub keglatan
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Peristiwa Penting
adalah pefaksana, sub koordinator seksi kelahiran dan kematian serta lurah
dan jajarannya Ickasi pelayanan kellling akta-akta pencatatan sipil.



SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan kegiatan pelayanan pencatatan Sipil sub kegiatan
pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa
penting bersumber dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp73.147.500,00
{Tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diuraikan tersebut sebagal panduan
bagi petugas pelaksana dalam melaksanakan kegiatan Pelayanan Pencatatan
Sipil sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas
Peristiwa Penting Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

hyul Wonosar, £ Januari 2024
pla Dinas Kependudukan dan
atatan Sipil, Pajabat Pelaksana Teknis Keglatan,

UM PUJIKDY,

R NIP.186507291596032003



KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
SUB KEGIATAN PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN FENCATATAN SIPIL

KABUPATEN GUNUNGHKIDUL
2024

@u!fcapflgé

Gunungkidol



KERANGHKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PELAYANAMN PENCATATAN SIPIL
SLB KEGIATAN PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

A LATAR BELAKANG
Dalam rangka memberikan kepastian dan perindungan hukum terhadap
peristiwa penting yang dialaml seseorang dalam hidupnya, Negara
berkewajiban untuk mencatat peristiwa tersebut dalam akia-akta pencatatan
sipll. Undang-undang nomor 23 tahun 2005 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor
24 tahun 2013 mengamanatkan kepada Negara untuk memberikan
pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Melalul Gerakan Indonesia
Sadar Adminduk/GISA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul memberikan layanan akts-akta pencatatan sipil
kepada masyarakat menuju tertib administrasi kependudukan berupa
layanan pencatatan perkewinan bagi penduduk non muslim, pencatatan
perceraian, pencatatan perubahan status anak meliput  pencatatan

pengangkatan anak, pengesshan anak dan pengakuan anak serta
peiayanan pencatatan perubehan status kewarganegaraan.

B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten calam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo

Peraturan Pemerintah Momor 32 Tahun 1950;

Undang-undang Momer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintshan Daerah
sebagaimana teleh diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kena ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2008 tertang Administrasi Kependudukan;

6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Kiarifikasl, Kooefikesl dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

B. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Gunungkiaul;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidu Momor 11 Tahun 2020
tentang Penyelanggaraan Administrasi Kepandudukan:

o



10.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Momor 10 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2024,

11.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

12.Peraturan Bupati Gunungkidul Nemor 32Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2024;

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pancatatan

Sipil Tahun Anggaran 2024 Nomor. DPAJA.1/ 2.12.0.00.0.00.01.0000/
001/2024,

C. TUJUAN

Tujuan dan keglatan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian,

perubahan status anak dan kewarganegaraan serta pendataan pasangan

muslim belum tercatat secara adminduk adalah :

1. Menciptakan dan meningkatkan terfib administrasi kependudukan;

2. Memberikan perindungan dan kepastian hukum terhadap peristiwa
penting sesaorang,

3. Memberikan pelayanan vang prima kepada masyarakat;

4. Tersedianya data statistik tentang perkawinan, perceralan, perubahan
status anak dan pewarganegaraan untuk dasar pengambilan keputusan
permangku kebijakan.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipll sub keglatan Peningkatan
Pelayanan Pencatatan Sipil dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dan bulan
Januari 2024 sampai dengan Desember 2024

E. LOKAS| PELAYANAN

Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pencatatan 8Sipl sub kegiatan
Peningkatan Peayanan Pencatatan Sipll, dilaksanakan di Kabupaten
Gunungkidul baik di kantor maupun di  fempat pelaksanaan
pemberkatan/sakramen/ peneguhan/perkawinan baik u gereja, pura atau
vinara atau termpat hajatan penduduk.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

No Waktu Sub Aktifitas Pihak terkait Jumiah | Kat
Palaksanaan Orang
terfibat
1 |Januari = Pelayanan pencatatan -Petugas Capil 2 grang
perkawinan, perceraian
Jpordbabhan status anak
| danpewarganegaraan
5- Rapat koordinasi - Petugas capil B orang
| bidang B




kabupaten

Mo Waktu Sub Aktifitas Pihak terkait Jumiah | Ket
Pelaksanaan Orang
- terlibat
2 | Februari # Felayanan pencatatan | - Petugas capll 2 prang
perkawinan, perceralan
Jperubahan status anak
dan pewarganegaraan
» Rakor petugas P4 -P4 dan pegawal | 30 orang
capil
3 | Maret » Pelayanan pencatatan | - Petugas capll 2 orang
perkawinan, perceraian
Jperubahan status anak
dan pewarganegaraan
» Rakor koordinasi -Tim lsbat nikah 20 orang
dangan Tim Fasilitasi
Isbat Nikah
Perjalanen dinas dalam | -Petugas bidang | 10 orang
daerah capil
4. | Apil = Pelayanan pencatatan | - Petugas Capil | 2 orang
parkawinan, perceraian
.perubahan status anak
dan pewarganegaraan
» Penggandaanffotocopy | -Petugas Capil 1 orang
bahan isbat nikah
= Belanja jasa : Biaya -Bendahara dinas | 3 orang
Panjar Perkara Isbat dan Pengadilan
| Nikah Agama )
Perialanan dinas dalam | -Petugas capil 4 orang
[ kabupaten
Belanja Benda Pos -petugas capil 1 orang
metarai
5 | Mel = Pelayanan pencatatan |- petugas capll 2 orang
perkawinan, perceralan
Jperubahan status anak
dan pewarganegaraan
. Belanja makan -Peserta isbat 60 crang
minuman rapat niikah dan tim
pelaksanaan |shat
nikah
= Perjalanan dinas dalam | -Petugas capil 8 orang




Mo

Waktu
Pelaksanaan

Sub Aktifitas

Pihak terkait

Jumiah
Crang
terlibat

Juni

Pelayanan pencatatan
perkawinan, parceraian
.perubahan status anak
dan pawarganagaraan
Rakor Lintas Sektoral
Ferjalanan dinas dalam
kabupaten

| - petugas capll

-Lintas sektoral
-Petugas capil

2 orang

20 orang
4 orang

Jul

Pelayanan pencatatan
perkawinan, perceraian
Jperubahan status anak
dan pewarganagaraan

- petugas capil

| 2 orang

Agustus

Pelayanan pencatatan
perkawinan, perceraian
Jperubahan status anak
dan pewarganegaraan
Rakor Lintas Sektoral

- petugas capil

-intas sektoral

2 orang

oy

Saptember

L IE |

FPelayanan pencatatan
perkawinan, perceraian
;perubahan status anak
dan pewarganegaraan
Ferjalanan dinas dalam
kabupaten

Fapat koordinasi
dangan P4

- petugas capil

-Petugas capil

P4

2 orang

& orang

30 orang

10

Oktobar

Felayanan pencatatan
perkawinan, perceraian
Jperubahan status anak
dan pewarganegaraan
Ferjalanan dinas dalam
kabupaten i

1

November

Pelayanan pencatatan
parkawinan, parcerajan
Jperubahan status anak
dan pewarganagaraan

- petugas capil

-Petugas capil

2 orang

2 orang

_— =

- petugas capll

2 orang

12

Dasamber

Felayanan pencatatan
parkawinan, perceralan
[perubahan status anak
dan pewarganegaraan

- petugas capil

2 orang




G. PRODUK/AOUTPUT
Pelayanan pencatatan perkawinan, perceralan, perubahan status anak dan
pewarganegaraan dan pendataan menghasilkan produb/output berupa :
1. Kutipan akta perkawinan untuk suami dan istri
Kutipan akta perceraian untuk suami dan istri
Kutipan akta pengesahan anak
Kutipan akta pangakuan anak
Ea*zl:an pinggir tentang pengangkatan anak dalam kutipan akta kelahiran
ana

Catatan pinggir tentang perubahan kewarganegaraan dalam kutipan akta
kelahiran anak

| ko

H. PELAKSANA
Keglatan Pelayanan Pencatatan Sipil Sub kegalatan Peningkatan Pelayanan
Pencatatan Sipll melibatkan personel di seksi perkawinan, perceraian,
perubahan siatus anak dan pewarganegaraan serta tim isbat nikah terpadu
gan pembantu pegawal pencatat perkewinan/P4 kabupaten Gunungkidul
yang diangkat dengan keputusan bupati Gunungkidul serta lurah basarta
jajarannya dan dukuh lokasi sasaran pelaksanaan isbat nikah terpadu.

|. SUMBER DANA/PEMBIAYAAN
Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil sub  kegiatan
Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil berasal dari  Anggaran
Pendapaten dan Belanja Daerah/APBD Kabupaten Gunungkidul tahun 2024
sebesar Rp52.425.000,00 (Lima puluh dua juta empal ratus
dua puluh lima ribu rupian),

J. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kera ini dibuat ssbagal gambaran umum
terkait pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil sub kegiatan
Peningkatan Pelayanan Sipil Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul yang akan
dilaksanakan pada tahun 2024,

Wonosari, £ Januari 2024

Pejabat Pe na| Teknis Kegiatan,

NIP, 19690728 1998032003




KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN
PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN
PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
HABUPATEN GUNUNGKIDUL
2024

'Duhcapil%

Gunungkidul



KERANGKA ACUAN KERJA

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN

PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEFENDUDUKAN

SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEFENDUDUKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

|. Pendahuluan

Berdaserkan Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
ataz Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, Administrasi Kependudukan adalah rangkalan kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen dan data kependudukan
melsiui pendaflaran penduduk, pencatatan sipil. pengeioclaan informasil
administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan
publk dan pembangunan sektor lain.

Data Kependudukan adalah data persecrangan dan/atau data agregat yang
terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil. Dalam pemanfaatannya data kependudukan merupakan data dasar yang
capat digunakan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan
pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan,
pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan penceganan kriminal sesuai
dengan kepentingan pengguna data.

Pengolahan dan Penyajian data kependudukan telah diatur dalam
Persturan Manteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan.

Pangelolaan data kependudukan terdiri dari kegiatan pengolshan data dan
penyajian data,

Guna mewujudkan itu semua diperiukan sarana dan prasarana yang
memadal, antara lain software, hardware dan brainware, Disisi software, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul menggunakan
Sistern Informasi Administrasl Kependudukan (SIAK) dan sistem informasi
penunjang pelayanan adminduk yang telah dikembangkan sacara mandiri oleh
ASN Dinas Dukcapil Kabupaten Gunungkidul. Dislsl hardware, berupa sarana
dan prasaran penunjang dalam pelayanan, seperti jaringan komunikasi data,
komputer, peralatan parekaman data, Sedangkan disisi brainware dibutuhkan
surmber daya manusia yang memadai dalam pelayanan publik,

Untuk mewujudkan pelayanan yang baik, perlu dukungan anggaran dan
regulasi. Sehingga tujuan crganisasi dapat tercapal.

Il. Dasar Hukum

1. Undang-undang MNomor 23 Tahun 2006 fentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomaor
24 Tahun 2013;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 fentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nemor 9 Tahun 2015,

3 Peraturan Pemerintah Momor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi



Kepandudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

24 Tahun 2013,

Paraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan

Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momer 85 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 104 Tahun 2019 tentang

Pendokumentasian Administrasi Kependudukar.

7  Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 108 Tahun 2019 tentang Formulir
dan Buku yang Digunakan Dalam Pandaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil.

8 Instruksi Manteri Dalam Negeri Momor 470/B37/5J tentang Gerakan
Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan

8. Peraturan Daerah Ksbupaten Gunungkidul Nomor § Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Pesaturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nemor 11 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,

11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidui
Tahun Anggaran 2024,

12 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul|

13, Peraturan Bupatl Gunungkidul Nomor 32Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 20:24;

14 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipll Tahun Anggaran 2024 Nomor. DFA/A.1/ 2.12.0.00.0.00.01 000w
001/2024,

m o

L. Tujuan

1. Terwuludnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipll

2, Terwujudnya pelayanan prima bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil kepada masyarakat

3. Terwujudnya peningkatan kualitas data dan informasi yang akural bidang
kepandudukan dan pencatatan sipil

4, Tersedianya data dan informasl kependudukan mengenai pandaftaran
penduduk dan pencatatan sipil pada berbagal tingkatan secara akural,
lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi
perumusan kebijakan dan pembangunan.

5. Tercapainya target RPIJMD.

V. Ruang Lingkup
Pada Tahun Anggaran 2023 ini, terdapat berbagai kegiatan dalam rangka
pengolahan dan penyajian data kependuduikan. Diantaranya -



'R

V.

a. Penyebaran informasi kepada masyarakat (terkait administrasi
kependudukan dan pencatatan gipil melalul berbagai media.

b. Digitalizasi Arsip Pencatatan Sipil.

a. Monitoring penggunaan aplikasi SMART

Sumber Dana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul
sebagal instansi resmi pelaksana penerbitan dokumen kependudukan, dalam
memenuhi  kebutuhan masyarakat yang membutubkan dokumen
kependudukan setiap tahunnya tetap menganggarkan untuk setiap keglatan
yang akan dilaksanakan.

Kagiatan Pangumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Dan
Penyajian Databaze Kependudukan, dengan sub kegiatan Pengolahan dan
Penyajian Data Kependudukan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 cq.
DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
dengan total anggaran Rp54.112.500,00 (Lima puluh empat juta seratus dua
belas ribu lima ratus rupiah)

Kegiatan Yang Akan Ditaksanakan

a. Penyebaran Informas! melalul berbagai media
Pada tahun anggaran 2024 ini penyebaran informasi administrasi
kependudukan dan peancatatan sipil menggunakan berbagal meda.
Diantaranya media daring, media sosial, publikasl LM, dan lain
sebagainya. Harapannya agar semua masyarakat dapal mengstahui
kebijakan pemerintah di kidang administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil.

Anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini adalah :

No Uraian _Jumiah Anggaran
1 | Dokumentasl dan 8 Kall Tayang 6.000.000
|| Publikasi Media Online ]
2 | Rakor Media Daring 60 Orang 600.000

b. Digitalizasi Arsip
Palaksanaan kagiatan Digitalizasi Arsip adalah di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidu!, Dengan obyek digitalisasi arsip
adalah dokumen pencatatan sipll yang telah dikeluarkan clgh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Digtalisas
arsip dilakukan oleh fenaga harian lepas Bidang PIAK dengan Anggaran
yang digunakan untuk kegiatan ini adalah |

No Uraian Jumiah Anggaran |
1 | Belanja Jasa tenaga 2 orang 47.512.500
administrasi dan
Belan]a jaza tenags
informasi dan teknobogl




VL.

c. Monitoring penggunaan aplikasi SMART
Pada tahun anggaran 2024 Inl monitoring penggunaan aplikasi SMART
dilakukan ol 21 Lokasl terdiri dari 18 kapanewon, Dinas Dukcapil, Mall
Pelayanan Publik dan dilakukan secara daring.
Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian
Database Kependudukan sub kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan yang dilakukan oleh Seksi Pengolahan dan Penyajlan Data
Kependudukan Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran, yaitu Tahun Anggaran 2024,
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X, Penulup ;
Kerangka Acuan Kerja inl sebagai gambaran umurm dan penjelasan mangensal
Keglatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian
Database Kependudukan sub keglatan Pengclahan dan Penygjian Data
Kependudukan yang dilakukan olgh Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
wependudukan Bidang Pengalahan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran
2024.

Mangetahul Wonosari, = Januar 2024
3 Sl nas Kependudukan dan

=

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

NIP 198602191986032001



KERANGHKA ACUAN KERJA

KEGIATAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SUB KEGIATAN FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRAS| KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2024

@ulfcapil%

Gunungkidul



KERANGKA ACUAN KERJA
PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SUB KEGIATAN FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Pendahuluan

Berdasarkan Undang_undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Momor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan,
Administrasl Kependudukan vadalah rangkalan keglatan penataan dan penertiban
dalam penerbitan Dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasl kependudukan
.lsvarta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sekior
ain.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sistem informasi yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk  memfasilitasi
pengeiolaan informasi Administrasl Kependudukan di fingkat penyelenggara dan
instansi palaksans.

Guna mewujudkan itu semua dipedukan sarana dan prasarana yang
memadai, antara lain software, hardware dan brainware. Disisi softwars, Dinss
kKependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul menggunakan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan {SIAK) darl Kementrian Dalam
Negeri dan sistem informasi penunjang pelayanan adminduk yang telah
dikembangkan secara mandirl cleh ASN Dinas Dukcapil Kabupaten Gunungkidul,
Disisi hardware, berupa sarana dan prasaran penunjang dalam pelayanan, seperti
|aringan komunikasi data, komputer, peralatan perekaman data. Sedangkan disis
brainware dibutuhkan sumber daya manusia yang memadal dalam pelayanan
publik,

Untuk mewujudkan patayanan yang balk, perlu dukungan anggaran dan
regulasi, Sehingga tujuan organisasi dapat tercapal,

. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasl Kependudukan
sebagalmana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sabagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-
undang MNomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan
sabagaimana talah diubah dengan Undang-undang Momaor 24 Tahun 2013;

4. Peraturan Presiden Momor B8 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Paraturan Mentari Dalam Negerl Momor 95 Tahun 2019 tentang Sistem
Informas| Administrasl Kependudukan

6. Peraturan Mentari Dalam Negeri MNomor 104 Tahun 2018 tentang
Pendokumentasian Adminstrasi Kependuedukan.



7. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomeor 108 Tahun 2012 tentang Fermulir dan
Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

B, Instruks| Menteri Datam Negeri Nomer 470/837/3 tentang Gerakan Indonesia
Sadar Administras Kependudukan

%. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daersh Kabupaten Gunungkidul Nemor T Tahun
2016 tentang Psmbentukan dan Susunan Perangiat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

10, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Adminisirasi Kependudukan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024,

12, Peraturan Bupatl Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pancatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024,

14.Dokumen Pelaksanaan Angparan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2024 Nomeor. DPA/A 1/ 2.12.0.00.0.00.01 0000/ 001/2024.

Tujuan

1, Terwujudnya tertic administrasi kependudukan dan pencatatan sipi,

2. Terwujudnya pelayanan prima bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil kepada masyarakal

3. Terwujudnya peningkatkan kesadaran masyarakat akan pentngnya dokuman
kependudukan dan pencatatan sipil.

4. Tersedianya data dan (nformasl kependudukan mengenai pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipl pada berbagal tingkatan secara akurat,
lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi
perumusan kebijakan dan pambangunan.

5. Terpeliharanya perangkat dan jaringan SIAK.

6. Tercapainya target RPJMD.

. Ruang Lingkup

Pada Tahun Anggaran 2023 inl, terdapat berbagai kegiatan dalam rangka
fasiitasi terkait pengelolaan informasi administras: kependudukan. Diantaranya .
a. Pemeliharaan perangkat dan jaringan SIAK.
b. Pelatihan SIAK.

Sumber Dana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
sebagal instansi resmi pelaksana penerbitan dokumen kependudukan, dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan
setiap tahunnya ftetap manganggarkan untuk setiap kegiatan yang akan
dilzksanakan.



Keglatan penyelenggaraan pengelolaan  informasi admin[slmsi
kependudukan Sub kegiatan fasilitas| terkail pengelolaan informasi administrasi
kependudukan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Caerah
(APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 cq. DPA Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul dengan fotal
anggaran Rp37.860.000,00(Tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu
rupiah).

V1 Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan
a. Pemeliharaan perangkat dan jaringan SIAK
Pada tshun anggaran 2023 inl pemeliharaan perangkat dan jaringan
sigk dilakukan di 21 Lokasi terdiri dari 18 kapanewon, Dinas Dukcapil, Mall
Pelayanan Publik, dan Rak Server di daia center kominfo kabupaten
gunungkidul.

b. Pelatihan SIAK
Pelaksanaan kegiatan pelathan siak dengan pesarta 18 Operator Siak
Kapanewon dan 4 Operator Siak Dinas dilakukan sekali pada tahun 2024
dengan anggaran :

Wil Waktu Pelaksanaan
Keglatan penyelenggaraan pengelolaan informasl  administrasi
kependudukan Sub kegiatan fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi
kependudukan yang dilakukan oleh Seksi Sistem Informasl  Administrasl
kependudukan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas
Kepandudukan dan Pencatatan Sipll Kabupatan Gunungkidul dilaksanakan
selama 1 (satu) tahun anggaran, yaitu Tehun Anggaran 2024.



EybUENed DUpoHUoLL Hld YIS
gseH 1sexo g | Buemiog Buepig Bunciiuoll UEBUESYEa | Eybusied Buucyuol ir | L]
rds
ey Bueiad BuLoPUOW HWYld bl
IseH 1sERe £ | Oueoy Buemg Buuojiuol UsRUESYERS | Exfiuelag Buiiuogy wnp L 9|
Eyuesad BULIDHLIoW Avid WIS
jisey ‘1seyo; | | Guewg Buepig Bupoyuow ueuesyEia ) | |E6URISH BuucyuoW 2| S
Wi
Wld | jeyBusieg usyeqiag uReleguiay IS
rds | Busog Buemg uep ueyedied useuesyeag | jEfuRiad UEYEQIG
1ebueiad BUlOHUOL Wld IS
liseH ‘eexoy L | Buesog Buep|g Bupojuoul UssuEsyER ] | 1RyBuRag Bupopuow mdy | ¥
Exbuelad Bupoyuow #vld YIS
e 'teeyo 2 | Bueiog Buemy Buucyuow ueeuesyeiad | jeyBueisg Buponuog
WIS
Wld | 1enfueiad veyeqey uemiequa WS
rds | Busiog Euepig uep veyeged ussuesyEa | JBuRIa ] UBYRGEd wen | €
rds
“exbuesed Bupcyuo We'ld A5
yseq ‘seel g | Buesog Buepig Buuspuow uesuesyeld | ieyBueiag Buuojuoy|  Lenigad | 2
Ewbuesad BULCHUOW Hyld HYlS
IseH ﬁﬂmm Bueio g Buepg BULIDYUCW UEBUESHE|Sd | IeyBusiad Bupoyuoy
uEEl
uesuesyeRd u=ieibey uesuesyERd
BUBILS) UED [EMPET ° uEsua) sep [empel ueunsniued o
uEje|Gay WMy ueunsnivag q
uedeisadg

uerebiue uEEUBIUaSH B

peia)] ¥euld uep uejeiBay] uBBUESElRd UBDBUEL  TIIA




AS

HEEH 15E0] Bupopuow UBRUESYER | jeyiuessd Buuoyuon
ey Busued Suniopiuow Iz
jeey ‘1sEyo] € Buviojuow uBeuEsYElad | jEyiueies BuloyUoN Jaquadan
Enbussed Buiojiuow AYIS
e 1SE40] £ Bupoyuow UBEUESYER jeybuesad Buuoyuopy|
yeyBusied Buuojiuow WilS ueeseyyswad usigABqWad IS
iseH B0 2 Buuopuow UEsUSYElRd | jeyusiad Buuoyuon
b b
Eyiusiay ueEqIed UsiE EqUR WIS
uep uegeqed uBsuESYER | IExiuRiag UByEqR | sequsides
jEabuesad Buncyucy YIS
isEH TSEH0T £ Buyoiuow ueeLBsyE/Rd | eyburied Buuojuon
uajnjoN ‘webuepun WVIS URLREISd JOYEY UEBUESHEIR | MYIS UBUIESd JOHEY




X, Penu
mlﬁ:amngka Acuan Kerja inl sebagai gambaran umum dan penjelaur!!
mengenal Kegiatan penyelenggaraan pengelclaan Informasi administrasi
kependudukan Sub kegiatan fasilitasi terkait pengelolaan informasi administras
kependudukan yang dilakukan oleh Seksi Sistem Informasl Administrasl
kependudukan Bidang Pengelolaan |nformasi Administrasi kependudukan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran

2024,

ahui Wonosarl, #Januari 2024
g8 Kependudukan dan
rhSipil,

Pejabat Pel na Teknls Kegiatan,

NIP 196602191986032001



KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN

PENYAIAN DATABASE KEPENDUDUKAN
SUB KEGIATAN KERJA SAMA PEMAN;

FAATAN DATA KEPENDUDUKAN

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI AD

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUFPATEN GUNUNGK] DUL
2024

MINISTRASI KEPENDUDUKAN

Duhcapil *

Gunungkidul



KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka peningkatan capaian pemanfaatan data kependudukan oleh
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Gunungkidul diperiukan
pemahaman OPD menganal pentingnya pemanfaatan data untuk semus
kepentingan  antara lain pelayanan publik, alokas! anggaran, perencanaan
peémbangunan, pembangunan demokras|, penegakan hukum dan pencegahan
kriminal sesuai dengan kepentingan pengguna data,

Pemanfaatan Data Kependudukan olah OPD dilaksanakan sesual dengan
peraluran perundangan yang berlaku. Unfuk bisa  memanfaatian Data
Kependudukan yang berupa data perseorangan hares melalui akses dats dan
harus melaksanakan Peranjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudiukan
dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidud juga melaksanakan Perjanjien Kerja
Sama Pelayanan, Perjanjian Kera Sama Pemanfaatan KIA, Peranjian Kerja Sama
Pelaporan Penstiwa Penfing dan Perjanjian Kera Sama Pemberlan Bantuan
Fasiltasi Data Penduduk Untuk Penegakan Hukum.. Perjanjian kerjasama
pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dengan Pengadilan Agama
Wonosari serta Kantor Kementrian Agama Gunungkidul telah dilaksanakan pads
tahun 2022

Dalam rangka meningkatkan capaian Perjanjian Kerjia Sama, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan Sub Kegiatan Kerja Sama
Pemanfaatan Data Kependudukan yang didanal dari Anggaran Pendapatan dan
Eelanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaaran 2024,

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-dasrah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimews Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850:

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Momor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan:

4. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Momer @ Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah;

5 Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkal Daerah:

7. Peraturan Presiden Nomor T2 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2020;

8. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Ferencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pambangunan Jangke Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Caerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenkiatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dasarah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkicul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembanguran Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencansan Pembangunan Dasrah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;

12 Peraturan Daesrah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Deerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

14, Peraturan Bupatl Gunungkidul Nomor 55 Tahun 20186 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

15, Peraturan Bupati Gunungkidul Momor 32Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dserah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2024 Nomor. DPAJA 1/ 2,12.0.00.0.00.01.0000/ 001/2024,

C. TUWJUAN

Tujuan Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan adaiah:
1. Meningkatkan Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan.

2. Mewujudian inovasi palayanan di bidang kepandudukan.

3. Melaksanakan raker pembuatan Perjanjian Kerja Sama.

4. Melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
5. Melaksanakan rakor tekns operater PKS Pelayanan

D. WAKTU PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dilaksanakan dalam
wakw 1 tghun (Januan s/d Desamber 2024).

E. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan adalah di
Kabupaten Gunungkidul dan DIY



F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

« Raker PKS Dinas 25 orang

Januari - Maret Dukeapi
1. p
RIS * OPDIDess
2. | April - Juni « Rakor PKS + Dinas 50 orang
2023 Dukcapil
+ OPD/Desa
3. Juli = Sept. « Rakcr PKS + Dinas 25 orang
2023 Dukcapil
= OPLDDesa

G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Sub Kegiatan Kerja Sama Psmanfaatan Data Kependudukan
adalah sebagai berikut ;
1. Jumiah perjanjian kerja sama yang dilaksanakan
2. Jumiah penandatanganan perjanjian kerja sama

H. PELAKSANA

Pelaksana Sub Kegiatan Kerla Sama Pemantaatan Data Keperdudukan adalah
Bidang Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dinas Kepandudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gununglidul.

I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp34 982 500,00 (Tiga puluh empat juta Sembilan
ratus delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah) .

J. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja Ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub
Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan yang akan dilaksanakan
pada tahun 2024, dan memuat informasi mengenal later belakang, dasar hukum,
tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Wonosarl, &~ Januar 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kaglatan,

—

Drs. DIDIT WIDIATMOKO, 5.1P. M.Si
NIP 1868012519968031005
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KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN DATA KEPENDUDUKAN
KABUPATEN/KOTA

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, data kependudukan merupakan data perseorangan dan/atau
data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil.

Dalam pemanfaatannya data kependudukan merupakan data dasar
yang dapat digunakan dalam perumusan kebllakan yang berkaitan dengan
pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pambangunan, pembangunan
demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal sesuai dengan
kepentingan pengguna data.

Data agregat meliputi himpunan data persaorangan yang berupa dafa
kuantitatif dan data kualitstif Data Agregat adalah kumpulan data tentang
Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia,
agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan "data kuantitatif adalah data yang berupa
angka-angka, Sedangkan "data kualitati™ adalah data yang berupa penjelasan.
Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna adalah Data
Fependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersinkan oleh Kemeantarian
yang bertanggung |awab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Penyajian data statistk kependudukan, dilaksanakan dengan
penyusunan buku data agregat dan pengclahan data agregat berdasarkan Data
Konsolidasi Bersih darl Dirextorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam MNegeri Data agregat disajikan dalam bentuk buku yang
diterbitkan per samester yang merupakan data global tingkat kabupaten, dirinci
per kecamatan dan desa. Buku ini dicetak dan dibagikan kepada kecamatan,
desa dan OFD.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang MNomor 15 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daeran [stimewa Yogyakara |o
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan MNasional,

3, Undang-Undang Momor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Momaor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasl Kependudukan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintehan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah;



& Paraturan Pemerintah Momor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintsh Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

+  Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kera
Pemerintah Tahun 2020;

8 Peraturan Menter Dalam Megeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dasrah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rancana Kerja Pemerintah Daeran,

9. Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kiasifikasi,
Endaﬂll:asi. dan Womenkiztur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

aarah;

10. Peraturan Menterd Dalam Neger Nomer 102 Tahun 2019 tentang Pemberian
Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomer 18 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

17 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daeraf;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Momer 11 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

14, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024,

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nemeor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

16. Peraturan Bupat Gunungkidul Nomor 32Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024,

17 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Siplil Tahun Anggaran 2024 Nomor. DPAJA.1/ 2.12.0.00.0.00.01.0000/
001/2024

C. TUJUAN

Tujuan Sub Kaegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota adalan
menyajikan data agregat kependudukan Kabupaten Gunungkidul dalam bentuk
buku yang didalamnya memuat data-data statistic kependudukan yang dirinci
per kecamatan dan desa.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota dilaksanakan
dalam waktu 1 tahun (Januari sfd Desember 2024).



E. LOKASI PELAKSANAAN

Lokas| Sub Keglatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota adalah di
Kabupaten Gununglidul.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
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G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dar Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
adalah jumiah data kependudukan Kabupaten/Kota sejumiah 2 (dua) dokumen

H. PELAKSANA

Peleksana Sub Kegiatan Psnyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
adalsh Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul,

. SUMBER DANA (PFEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/¥ota
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 sebesar RpS.800.000,00 (enam juta
sembilan ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk:

No Uraian Jumigh Anggaran
E Cetak Data Agregat 50 buku £.500,000,00
F Rapal Penyusunan Data | 40 orang (2 kali) 400.000,00
Agregat |
l JUMLAH 6.800.000,00
J. PENUTUP

Kerangka Acusn Kerja Inl sebagai gambaran umum dan penjelasan mengena
Sub Kegistan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota yang akan
dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat informasi mengenal latar belakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan sera
pembiayaannya.

Wonosari, & Januari 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
D IATMOK, P M.Si

NIP 186801281286031005




KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMANFAAMATAN DATA
KEPENDUDUKAN

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
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KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DATA
KEPENDUDUKAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang_undang Nomar 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas LUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2008  tentang Administrasi
Kependudukan, Data Kependudukan adalah data persecrangan daniatau data
agregat yang terstruktur sebagai hasil dari keglatan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil. Dalam pemanfaatannya data kependudukan merupakan data
dasar yang dapat digunakan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan
dengan pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan,
pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegshan kriminal sesuai
dengan kepentingan pengguna data.

Pemanfaatan data kependudukan telah diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan
Pemanfaatan Data Kependudukan.

Penyelenggaraan pemanfaatan dats kependudukan harus didasarkan
pada peraturan yang telah ditetapkan. Seiring bedalannya regulasi, pemberian
hak akses data kependudukan sekarang ini langsung diberikan oleh pusat,
dalam hal ini Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Megeri Republik Indonesia den data yang diakses bersifat
nasional melalui Dats Warshouse (DWH) terpusat.

Pada saat inl Pemerintah Pusat mendorong pemanfaatan data
kependudukan oleh Pengguna Data dengan mekanisme akses data baik
melalui Web Forfal, Web Service dengan konfirmasi “Data tidak ditemukan’,
“sesuai” dan “tidak sesuai® maupun penggunaan Card Reader.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan data kependudukan oleh
Pengguna Data baik berupa layanan data agregat maupun pambarian hak akses
pamanfaatan data kependudukan serta mensosialisasikan Surat Edaran Bupati
Gunungkidul Momar : 470/4801 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pemanfaatan
Data Kependudukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul maka Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul melaksanakan Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan yang diblayal dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024,

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang MNomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850;

2. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun



2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah;

E. Peraturan Pemerntah Nomor B Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pambangunan Daerah;

8. Peraturan Pemarintah Momor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2020,

8. Peraturan Manteri Dalam Mageri Momor BE Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasl Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Manteri Dalam Negen Momor 90 Tahun 2018 tentang Klasifikasi,
Kodeflkasi, dan MNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 102 Tahun 2012 tentang Pemberian
Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

11.Peraturan Dasrah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah,

12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;

13 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nemor 11 Tahun 2020 tentang
Penyalenggaraan Adminigtrasi Kependudukan;

14. Paraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul NMomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Caerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomeor §5 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2024;

17, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2024 Nomor. DPASA. 1/ 2.12.0.00.0.00.01.0000/ 001/2024,

» TUJUAN

Tujuan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Femanfaatan Cata Kependudukan

adalah:

1. Maningkatkan pemahaman bagl penyelenggara dan pengguna data tentang
pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan;

2. Melaksanakan layanan data balk berupa data agregat maupun pemberian hak
akses pemanfaatan data kependudukan kepada Organigasi Perangkat
Daerah, Leambaga Pemerintan/Swasta, Pemerintah Kalurahan dan pengguna
data lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
bedaku.

3. Mensosialisasikan Peraturan terkait Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan
Data Kependudukan antara lain Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 102



tahun 2019 tentang Pemberan Hak Akses dan Pemanfastan Data

Kependudukan, dan Surat Edaran darl Ditjen Dukcapil Kemendagri Nomor

470/15192/Dukeapil tanggal 29 September 2022 tentang Penyelenggaraan

Pemanfaatan Data Keperdudukan yang berisl Pemberitahuan ke Daerah

tentang

a. Grafis Untuk Setiap Pelayanan Pemanfaatan Data D Dagrah

b. Sertifikat ISONEC 27001 untuk Pengguna baru (6 bulan sejak
ditandatangani PKS

C. Surat Tugas Dari Calon Lembaga Pengguna

d. Sertifikat ISONEC 27001 untuk Pengguna yang sudah tanda tangan PKS
(paling lambat sampai dengan bulan Juri 2023)

4. Mensosialisasikan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Momor : 470/4801
tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan cleh
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul,

D. WAKTU PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan dilaksanakan
dalam waktu 1 tahun (Januari s/d Desember 2024).

E. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Sub Kegistan Panyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
adalah di Kabupaten Guaungkidul dan Pemda DIY.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

£ ; Dukcapll
Januar - Pemanfaatan p
" | Maret2004 | Data * OFD
» Layanan Data _
« Rakor e Dinas » 20 orang
; Pemanfaatan | Dukcapil
g [ | e « OFD
= Layanan Data
* Rakor «OPD =20 orang
Juli = FPemanfaatan | =Dinas
3. | September Data Dukcapil
2024 + Layanan Data
|
Oktober- » Layanan Data | » Dinas
4. | Dezsamber Dukcapil
2024




G. KELUARAN (QUTPUT)

Keluaran dari Sub Kegiatan Penyelenggarasn Pemanfaatan Data

Kependudukan adalah jumish dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data
kerpendudukan sejumiah 30 dokumen.

H. PELAKSANA

Pelaksana Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
adalah Bidang Pemanfastan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gurungkidul.

I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Sub Keglatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
persumber dari Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 750.000,00 (Tujun ratus lima
puluh ribu rupiah) yang akan digunakean untuk:

| No | Uraian Jumiah ' Anggaran |
K Belanja Materai | 15 lembar 150.000,60 |
2 Belanja Makanan dan |60 orang EﬂD.MEI,!IJ|
Minumnan Rapat
JUMLAH 750.000,00 |'
J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat informasi mengenai latar balakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, palaksana kegiatan serta

pembiayaannya.

getahui Wonosari, 2 Januari 2024
§1Rinas Kependudukan dan

—
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NIP 186801291858031005

ek :ﬁ”‘ 5 Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan,

=]



